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ABSTRAK 
 
Novayanti sopia Rukmana.S (E21109002),Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis 
Daerah Di Puskesmas Sumbang Enrekang, xv+83 Halaman+4 tabel+2 gambar +18 pustaka (1988-
2012)+3 Lampiran 
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk  itu 
diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Pelayanan 
dibidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh 
masyarakat. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa 
memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyrakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud 
tentunya adalah pelayanan yang cepat dan tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah negara 
akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat baik 
secara jasmani maupun rohani.atas dasar tersebut pemerintah Sulawesi Selatan mengeluarkan 
kebijakan tentang Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah agar masyarakat 
mendapatkan pemerataan pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah 
di Puskesmas Sumbang Enrekang. Masalah yang diteliti adalah sejauh mana sasaran dari program 
jaminan kesehatan gratis daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan 
didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil 
wawancara dan data sekunder diperoleh dari data pengolahan data dan observasi. Teknik analisis data 
dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik 
kesimpulan. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi  Program Jaminan 
Kesehatan Gratis Daerah yang diterapkan di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang   belum 
maksimal dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaanya ,misalnya dari segi sumberdaya manusia 
yang masih belum memadai dibanding dengan luasnya wilayah kerja dari Puskesmas Sumbang itu 
Sendiri dan jumlah pasien yang setiap tahunnya meningkat, juga dari segi komunikasi antar pelaksana 
yang masih kurang, sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang program dari 
Jamkesda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 iii 
 
 
 
 
 
 
Free Health Insurance Program Implementation at Regional Health Center District Curio 
Contribute Enrekang 
 
Novayanti Sopia Rukmana.S1, Prof.Dr.Suratman, M.Si2, Dr. Alwi, M.Si3 
1Mahasiswa and 2Dosen Department of Administrative Sciences Faculty of Social and 
Political Science 
Hasanuddin University 
Independence Pioneer Road KM 90 245 .7 Makassar South Sulawesi 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Novayanti Sopia Rukmana.S (E21109002), Free Health Insurance Program Implementation 
Regional Health Center Contribute In Enrekang, xv table +2 +4 +83 page image libraries +18 
(1988-2012) +3 Attachment 
 
Health is a basic human need to live decent and productive work, for necessary health service 
delivery in a controlled cost and quality control. Services in the health sector is one of the most 
abnyak services needed by no surprising that health should always be addressed in order to 
provide the best healthcare to the community. Health services in question of course is fast and 
precise, inexpensive and friendly. Given that a country will be able to pursue their best when 
supported by a healthy society both physically and basic rohani.for goverment South Sulawesi 
issued a policy on the implementation of the Regional Health Insurance Program Guide so that 
people get the health care equity. This is in accordance with Law No. 23 Year 1992 on Health 
. 
The purpose of this study was to determine the implementation of the Health Insurance 
Program Guide Contribute Enrekang area health centers. The problem studied is the extent to 
which the objectives of the health insurance program area. Approach to qualitative research is 
descriptive and supported by secondary data. Types of data used are primary data obtained 
from interviews and secondary data obtained from observational data and data processing. 
Techniques of data analysis starts from gathering information through interviews and at the final 
stage to draw conclusions. 
 
The results showed that the implementation of the Free Health Insurance Program 
Implementation adopted at the Regional District Health Centers Contribute Curio Enrekang not 
up to the many deficiencies in terms of implementation, for example in terms of human 
resources is still inadequate compared to the size of the working area of the health center and 
the amount Contribute Itself patients annually increasing, also in terms of communication 
between implementers are still lacking, so that people do not know fully about the program from 
Jamkesda. 
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BAB I   
PENDAHULUAN 
I.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib 
melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan 
dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh 
kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai 
penyelenggara Negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang 
menyangkut pemenuhan hak hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. 
Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang 
banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. 
Pemerintah merupakan suatu kelembagaan atau organisasi yang 
menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah 
proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur 
kekuasaan suatu Negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang 
menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan 
kepentingan umum, yang di jalankan oleh penguasa administrasi Negara yang 
harus mempunyai wewenang. Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa 
jika masyarakat sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu 
pelayanan yang baik,maka masyarakat juga akan menjalankan kewajibannya 
dengan penuh kesadaran. 
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup 
layak dan produktif. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak 
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mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh 
pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 
1945 pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) 
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Salah satu bentuk fasilitas 
pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh 
pemerintah adalah puskesmas. 
Pembangunan kesehatan suatu negara tidak dapat terlepas dari suatu 
system yang disebut dengan Sistem Kesehatan. Pada intinya sistem 
kesehatan merupakan seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan utama untuk 
mempromosikan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Sehingga perlu 
dilakukan perbaikan pembiayaan kesehatan sehingga system pembiayaan 
akan menjadi jelas, sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas sumber 
daya serta peningkatan mutu pelayanan juga perlu mendapat perhatian. 
Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk 
pelayanan yang paling banyak di butuhkan oleh masyarakat. Tidak 
mengherankan apabila bidang kesahatan perlu untuk selalu di benahi agar 
bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk 
masyarakat.pelayanan kesehatan yang di maksud tentunya adalah pelayanan 
yang cepat , tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah Negara akan 
bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh 
masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. 
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 Berangkat dari kesadaran tersebut, rumah sakit-rumah sakit maupun 
puskesmas yang ada di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta, 
selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan 
keluarganya.baik melalui penyediaan peralatan pengobatan,tenaga medis 
yang berkualitas sampai pada fasilitas pendukung lainnya seperti kantin, ruang 
tunggu, apotik, dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat benar benar 
memperoleh pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap individu dan semua warga 
Negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya 
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Program jaminan 
sosial pada dasarnya adalah sebuah program untuk mewujudkan 
kesejahteraan melalui pendekatan sistem, dimana negara dan masyarakat 
secara bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya. 
Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada 
Pasal 28 (ayat 3) dan Pasal 34 (ayat 2) mengamanatkan bahwa “Jaminan 
Sosial adalah hak setiap warga negara” dan “Negara mengembangkan Sistem 
Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang 
lemah dan tidak mampu”. 
 Munculnya permasalah permasalahan di bidang kesehatan ditandai 
dengan adanya transisi kesehatan misalnya transisi kesehatan berupa transisi 
demografi, transisi epidemoligi, transisi gizi dan transisi perilaku. Transisi 
perilaku misalnya dengan pemikiran yang beralih dari tradisional ke modern 
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yang cenderung beresiko. Masalah kesehatan tidak hanya ditandai dengan 
keberadaan penyakit, tetapi gangguan kesehatan yang ditandai dengan 
adanya perasaan terganggu fisik, mental dan spiritual. 
 Perilku masyarakat menjadi poin penting dalam mencegah masalah 
kesehatan. Perilaku masyarakat yang terkesan sudah jauh dari petunjuk hidup 
sehat dan Pergeseran pola makan dimana saat ini makanan siap saji menjadi 
bahan makanan sehari hari, demikian pula dengan banyaknya beredar 
makanan yang menggunakan bahan pengawet (bahan kimia) sehingga terjadi 
perubahan terhadap status kesehatan. 
 Adanya transisi ini serta akibat terjadinya globalisasi ekonomi, maka 
jumlah jenis penyakit meningkat dan terjadi perubahan jenis penyakit yang 
diderita masyarakat sehingga biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung 
masyarakat semakin besar, mahal dan banyak masyarakat yang masih kurang 
mampu untuk mengatasinya. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah 
mengeluarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan 
sosial yang mengatur bagaiman pemerintah berkewajiban untuk member 
jaminan sosial kepada seluruh penduduk Indonesia baik berupa jaminan biaya 
pelayanan kesehatan,tunjangan hari tua dan sebagainya. 
 Pemerintah provinsi Sulawesi selatan berupaya dengan jalan 
memberikan keringanan kepada penduduk di Sulawesi Selatan dalam hal 
biaya mengatasi masalah kesehatannya dengan melakukan pembebasan 
biaya pelayanan kesehatan dasar sampai rawat inap kelas III di semua unit 
pelayanan kesehatan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui 
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kebijakan ini maka di harapkan tidak ada lagi masyarakat di Sulawesi Selatan 
yang tidak dapat mengatasi masalah kesehatannya karena alasan ekonomi 
atau tidak memiliki biaya. 
Masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat menyentuh 
pelayanan kesehatan gratis dan bahkan mereka juga tidak mampu membayar 
biaya untuk berobat ke Puskesmas. Pelayanan Kesehatan Bersubsidi yang 
dikenal dengan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Jaminan pelayanan 
kesehatan bersubsidi ini hanya menanggung pelayanan dasar dan obat 
generik selebihnya masyarakat harus membayar biaya lain yang tidak 
ditanggung oleh jaminan kesehatan bersubsidi ini sehingga membuat 
masyarakat utamanya masyarakat miskin dan kurang mampu sulit untuk 
membiayai biaya berobat baik untuk berobat di Puskesmas apalagi untuk 
rujukan ke Rumah Sakit. Kebijakan kesehatan bersubsidi di Kabupaten 
Enrekang bagian dari visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu 
meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. 
Alokasi anggaran pelayanan kesehatan bersubsidi ini diperoleh dari 40% 
APBD Provinsi dan 60% APBD Kabupaten. 
Realitas pelaksanaan pelayanan Jamkesda tergambar jelas dengan 
adanya perbedaan profesionalitas para aparatur terhadap pelayanan antara 
pengguna jamkesda dengan pengguna jasa kesehatan lainnya misalnya 
kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai jamkesda yang membuat 
masyarakat sulit mendapatkan kartu jamkesda, proses pelayanan yang lama 
dibandingkan dengan pengguna jasa pelayanan kesehatan lainnya hingga hal 
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ini cenderung menyulitkan masyarakat. Selain profesionalitas dari petugas 
yang kurang baik terdapat petugas informasi yang kurang ramah, kenyamanan 
ruang tunggu minim dan harga obat yang mahal membuat masyarakat 
kesulitan dan tidak mau berobat ke Puskesmas. Sehingga membuat 
masyarakat lebih cenderung atau senang untuk berobat ke Mantri atau 
Dukun2. 
 Menjamin akses penduduk Sulawesi Selatan terhadap pelayanan 
kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Gubernur Sulawesi 
Selatan Nomor 13 tahun 2008, maka sejak awal agenda 101 hari 
pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk mengatasi hambatan 
dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan program pelayanan 
kesehatan Gratis. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah Daerah 
provinsi Sulawesi Selatan. 
 Pemberian pelayanan kesehatan dasar yang diberikan pada 
masyarakat itu, diberlakukan pada 13 puskesmas dan rumah sakit pemerintah 
kabupaten Enrekang. Sementara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
gratis khususnya masyarakat miskin persyaratan yang harus dibawa yaitu 
kartu Jamkesmas atau kartu Akses, dan apabila tidak memiliki kedua kartu 
itu,maka akan terdaftar dengan program Jamkesda dengan persyaratan foto 
copy KTP dan Kartu Keluarga. 
 Dalam hal meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat, 
pemerintah kabupaten Enrekang dari 13 puskesmas yang tersebar di 12 
Kecamatan, beberapa diantaranya telah memberikan pelayanan rawat inap, 
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sekaligus unit gawat darurat 24 jam. Salah satunya Puskesmas Sumbang. 
Namun terkait dengan banyaknya keluhan tentang kasus yang tidak terlayani, 
Kepala Dinas Kesehatan mangatakan  ada beberapa jenis pelayanan yang 
tidak ditanggung di antaranya operasi jantung, ct scan, cuci darah, bedah 
syaraf, bedah plastic, dan penyakit kelamin . 
 Kegiatan pelaksanaan program kesehatan gratis di Puskesmas 
Sumbang ada beberapa kondisi faktual yang dapat ditemui dilapangan yakni 
belum sepenuhnya masyarakat mengetahui adanya program dan prosedur 
kesehatan gratis yang bergulir di masyarakat dengan kata lain jika tidak 
disosialisasikan dengan luas maka tujuan dari program ini dapat sesegera 
mungkin di capai. Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya 
kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menciptakan pola hidup sehat 
disamping kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kesehatan yang dilakukan 
oleh pegawai setempat.  
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I.2 Rumusan masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian  
yang di rumuskan dalam bentuk : 
1. Bagaimana implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah 
di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ? 
2. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Jaminan 
Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio 
Kabupaten Enrekang ? 
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
I.3.1 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah 
yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu : 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program 
jaminan kesehatan gratis daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan 
Curio Kabupaten Enrekang 
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi implementasi 
program jaminan kesehatan gratis daerah di Puskesmas Sumbang 
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang 
I.3.2 Manfaat Penelitian  
  Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan 
acuan untuk di gunakan sebagai berikut : 
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a. Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini di harapakan berguna 
sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang 
perkembangan ilmu pengetahuan dan sabagai bahan masukan 
yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang 
tertarik  dalam bidang penelitian yang sama. 
b. Praktis  
Secara praktis, diharapakan hasil penelitian ini dapat 
memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah daerah 
Enrekang dalam pengambilan keputusan yang berhubungan 
dengan  implementasi program jaminan kesehatan gratis 
daerah dan masukan bagi pihak puskesmas sumbang untuk 
meningkatkan peran dan kualitas kepada masyarakat dalam 
pelaksanaan program kesehatan gratis.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II. 1 Pengertian Implementasi 
Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan 
cukup menarik untuk dikaji oleh cabang cabang ilmu. Hal ini semakin 
mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri, disamping itu juga 
menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep 
akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan 
yang telah diputuskan. 
Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 
proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan 
pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan 
merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari 
suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan 
implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, 
kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses 
pelaksanaanya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan 
kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk 
mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang 
terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut 
harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan. 
Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan- tujuan atau 
target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika 
11 
 
kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan output atau outcomes bagi 
masyarakat. Proses menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila 
tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah 
tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaanya dan telah 
disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. 
Menurut Syukur Abdullah (1988;398) bahwa pengertian dan unsur 
unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut : 
1. Proses implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak 
lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah 
langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh 
guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi 
kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula. 
2. Proses implementasi dalam kenyataanya yang sesunguhnya 
dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali 
ditinjau dari hasil yang dicapai  “outcomes” unsure yang 
pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat 
sasarn program. 
3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga 
unsur yang penting dan mutlak yaitu : 
a. Implementasi program atau kebijaksanaan tidak 
mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena 
itu faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) 
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akan mempengaruhi proses implementasi program 
program pembangunan pada umumnya. 
b. Target groups yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan 
diharapkan akan menerima manfaat program tersebut. 
c. Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan. 
d. Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi 
atau perorangan yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan, pelaksanaan dan pengawaasan 
implementasi tersebut. 
Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. 
Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya 
Solichin Abdul Wahab (2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa:  
“Implementasi itu mencakup “a process of moving toward a policy objective by 
means of administrative and political steps” (Cleaves, 1980). Secara garis 
besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk 
membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun 
sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai outcome hasil akhir 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah” 
Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang 
Dalam ilmu kebijakan public disebut “policy delivery system” (system 
penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara 
sarana -sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta 
diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 
dikehendaki. 
 Menurut Daniel Maxmanian dan paul Sabatier (1983;61) sebagaimana 
dikutip dalam buku Leo Agustino (2006;139), bahwa : 
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 “Implementasi kebijkan adalah pelaksanaan keputusan kebijkasanaan 
dasar, biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula berbentuk 
perintah perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan 
badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasi masalah yang 
ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin 
dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 
implementasinya” 
Sedangkan, Van Meter da  n Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi 
kebijakan, sebagai : 
 “Tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijaksanaan” 
Tindakan tindakan yang dimaksud mencakup usaha usaha untuk 
mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan tindakan operasional dalam 
kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha usaha untuk 
mencapai perubahn perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh 
keputusan keputusan. 
Menurut van meter dan van horn ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan kebijakan publik yakni : 
pertama, kemungkinan implementasi yang efektif aka bergantung sebagian 
pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua, faktor faktor tertentu yang 
mendorong realisasi atau non realisasi tujuan tujuan program akan berbeda 
dari tipe kebijakan yang satu dangan tipe kebijakan yang lain. Suatu im 
implementasi akan sangat berhasil bila perubahan marginal diperlukan dan 
consensus tujuan adalah tinggi. Sebaliknya bila perubahan besar ditetapkan 
dan consensus tujuan rendah maka prospek implementasi yang efektif akan 
sangat diragukan. Disamping itu kebijakan kebijakan perubahan besar/ 
14 
 
konsesnsus tinggi diharapkan akan diimplementasikan lebih efektif daripada 
kebijakan kebijakan yang mempunyai perubahan  kecil dan konsensus rendah. 
Dengan demikian consensus tujuan akan diharapkan pula mempunyai dampak 
yang besar pada proses implementasi kebijakan daripada unsure perubahan. 
Dengan saran saran atau hipotesis-hipotesis seperti ini akan mengalihkan 
perhatian kepada penyelidikan terhadap faktor faktor atau variabel variable 
yang tercakup dalam proses implementasi menjadi sesuatu hal yang penting 
untuk dikaji. 
 Ada 6 variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang 
mempengaruhi kinerja kebijkan publik , yaitu : 
1. Ukuran dan tujuan kebijakan 
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat 
keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijkan 
memang realistis dengan sosio-kultur yang mangada di level pelaksana 
kebijakan.ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal 
(bahkan terlalu utopis) untuk di laksanakan dilevel warga, maka agak 
sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat 
dikatakan berhasil. 
2. Sumber daya 
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung 
dari kemampuan memanaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia 
merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu 
keberhasilan proses implementasi. Tahap tahap tertentu dari 
keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumberdaya 
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manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang didisyaratkan 
oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara  apolitik. Tetapi ketika 
kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka 
sangat sulit untuk diharapkan. 
 Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya sumberdaya 
lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya financial dan 
sumberdaya waktu.karena mau tidak mau ketika sumberdaya manusia 
yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana 
melalui anggaran tidak tersedia,maka memang terjadi persoalan pelik 
untuk merealisasikan apa yuang hendak dituju oleh tujuan kebijkan 
publik tersebut,demikian halnya dengan sumberdaya waktu, saat 
sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan 
baik,tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka 
hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi 
kebijkaan. 
3. Karakteristik Agen Pelaksana 
Pusat perhatian pada agen pelaksana  meliputi organisasi 
formal dan organisasi nonforrmal yang akan terlibat 
pengimplementasian kebijkan publik.hal ini sangat penting karena 
kinerja implementasi kebijkan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi 
oleh ciri ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. 
Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah 
perilaku atau tingkalaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana 
projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta 
sanksi hokum. Sedangkan bila kebijkan publik itu tidak terlalu merubah 
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perilkau dasar manusia maka dapat dapat saja agen pelaksana yang 
diturunkan sekeras dan tidak setegas pada gambran yang pertama. 
Selain itu cakupan atau luas wilayah  implementasi kebijakan perlu juga 
diperhitungkan manakala hendak menetukan agen pelaksana.maka 
seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. 
Van Meter dan Van Horn mengetegahkan beberapa unsure 
yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam 
mengimplementasikan kebijakan: 
1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan. 
2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan keputusan 
sub unit dan proses proses dalam badan badan pelaksana. 
3) Sumber sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan 
diantara anggota anggota legis;atif dan eksekutif) 
4) Vitalitas suatu organisasi. 
5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan 
sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara 
bebas  serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam 
komunikasi dengan individu individu diluat organisasi. 
6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan “pembuat 
keputusan” atau “pelaksana keputusan”. 
4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana 
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan 
sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja 
impelementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh 
karena kebijakn yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga 
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setempat yanjg mengenal betul persolan dan permasalahan yang 
mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan 
adalah kebijkan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para 
pengambil keputusannya tidak mengetahui (bahkan tidka mampu 
menyentuh) kebutuhan,keinginan,atau permasalahan yang warga ingin 
selesaikan. 
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana 
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 
implementasi kebijkan publik.semakin baik koordiansi komunikasi 
diantara pihak pihak yang terlibat dalamk suatu proses implementasi, 
maka asumsinya kesalahan kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. 
Dan begitu pula sebaliknya. 
6. Lingkungan ekonomi,social,dan politik 
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja 
implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter 
dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut 
mendorong keberhasilan kebijkan publik yang telah ditetapkan. 
Lingkungan social ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat 
menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja imlementasi kebijakan. 
Kerana itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijkan harus pula 
memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan external. Van Meter 
dan Van Horn juga mengajukan hipotesis bahwa lingkungan ekonomi 
sosial dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan 
mempengaruhi karakter badan badan pelaksana, kecenderungan- 
kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri .kondisi 
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kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada 
keinginan dan kemampuan yuridiski atau organisasi dalam mendukung 
struktur struktur, vitalitas dan keahlian yang ada dalam badan badan 
administrasi maupun tingkat dukungan politik yang dimilki.kondisi 
lingkungan juga akan berpengaruh pada kecenderungan 
kecenderungan para pelaksana. Jika masalah masalah yang dapat 
diselesaikan oleh suatu  program begitu berat dan para warganegara 
swasta serta kelompok kelompok kepompok kepentingan  dimobilsir u 
tuk mendukung suatu program maka besar kemungkinan para 
pelaksana menolak program tersebut. Lebih lanjut Van Meter dan Van 
Hon menyatakan bahwa kondisi kondisi lingkungan mungkin 
menyebapkan para pelaksana suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan 
pilihan pribadi mereka tentang kebijakan itu. akhirnya,variable variable 
lingkungan ini dipandang mempunyai pengaruh langsung pada 
pemberian pemberian pelayanan publik. Kondisi kondisi lingkungan 
mungkin memperbesar atau membatasi pencapaian, sekalipun 
kecenderungan kecenderungan para pelaksana dan kekuatan 
kekuatan lain dalam model ini juga mempunyai pengaruh terhadap 
implementasi program . 
Bila variable lingkungan sosial, ekonomi dan politik mempengaruhi 
implementasi kebijakan maka hal ini juga berlaku untuk variable variable 
lainnya. 
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Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, 
dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem 
yang tak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. 
 Proses implementasi dalam kenyataannya dapat berhasil, ditinjau dari 
wujud hasil yang dicapai (outcome). Karena dalam proses tersebut terlibat 
berbagai unsur yang dapat bersifat mendukung  maupun menghambat 
pancapaian sasaran program. Jadi untuk mengetahui keberhasilan program 
adalah dengan membandingkan antara hasil dengan pencapaian target 
program tersebut. 
Donald P.Warwick dalam bukunya Syukur Abdullah, (1988;17) 
mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (Facilitating 
conditions), dan faktor penghambat (Impending conditions).  
1. Faktor Pendorong (Facilitating Conditions) 
Yang termasuk kondisi kondisi atau faktor pendorong adalah : 
a. Komitmen pimpinan politik  
Dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah sangat 
diperlukan karena pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan 
politik yang berkuasa. 
b. Kemampuan organisasi 
Dalam tahap implementasi program pada hakikatnya dapat 
diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas 
tugas yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau di 
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bebankan pada salah satu unit organisasi. Kemampuan 
organisasi (organization capacity) terdiri dari 2 unsur pokok 
yaitu : 
1) Kemampuan teknis 
2) Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan 
organisasi lain. 
c. Komitmen para pelaksana (implementer) 
Salah satu asumsi yang seringkali keliru adalah jika pimpinan 
telah siap untuk bergerak maka bawahan akan segera ikut 
untuk mengerjakan dan melaksanakan sebuah kebijkasanaan 
yang telah disetujui amat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh 
faktor faktor budaya, psikologis, dan birokratisme. 
d. Dukungan dari kelompok pelaksana 
Pelaksanaan program dan proyek sering lebih berhasil apabila 
mendapat dukungan dari kelompok – kelompok kepentingan 
dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan program 
program tersebut. 
2. Faktor Penghambat (Impending Conditions) 
Yang termasuk kondisi kondisi atau faktor faktor penghambat terdiri 
dari : 
a. Banyaknya pemain (aktor) yang terlibat. 
Makin banyak pihak yang harus terlibat dalam mempengaruhi 
pelaksanaan program, karena komunikasi akan semakin rumit 
dalam pengambilan keputusan karena rumitnya komunikasi 
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maka makin besar kemungkinan terjadinya hambatan dalam 
proses pelaksanaan. 
b. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda. 
Dalam banyak kasus, pihak pihak yang terlibat dalam 
menentukan sutau program, telah menyetujui suatu program 
tetapi dalam pelaksanaanya masih mengalami penundaan 
karena adanya komitmen terhadap program lain.  
c. Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri. 
Sering sebuah program mengalami kesulitan dalam 
pelaksanaanya karena sifat hakiki dari program itu sendiri. 
Hambatan yang ,melekat dapat berupa faktor teknis, faktor 
ekonomi, dan faktor perilaku pelaksana maupun masyarakat. 
d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. 
Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan 
yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana program 
dilakukan berarti makin banyak dibutuhkan untuk persiapan 
pelaksanaan program .   
II.2 Pengertian Program 
Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu 
rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari dari perencanaan. 
Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan 
suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut 
ini akan  dikemukakan beberapa defenisi oleh para ahli : 
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Pariata Westra dkk (1989;236) yang mengatakan bahwa: 
“program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan 
dilaksanakan beserta petunjuk cara cara pelaksanaanya” 
Hal yang sama dikemukakan oleh Sutomo Kayatomo (1985;162 Yang 
mengatakan bahwa: 
“program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai saat permulaan Yang 
harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan” 
Menurut Manullang (1987;1) yang mengatakan bahwa “ 
“sebagai unsur dari suatu perencanaan, program dapat pula dikatakan sebagai 
gabungan dari poltik, prosedur, dan anggaran, yang di maksudkan untuk 
menetapkan suatu tindakan untuk waktu yang akan dating” 
S.P. Siagian (1986:124) mengatakan bahwa : 
“penyusunan program kerja adalah penjabaran suatu rencana yang telah 
ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki cirri cirri 
operasional tertentu”  
Dengan penjabaran yang tepat terlihat dengan jelas paling sedikit 5 hal yaitu : 
1. Berbagai sasaran konkrit yang hendak dicapai. 
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya. 
4. Jenis jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan. 
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya 
maupun ditinjau dari segi jumlahnya. 
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Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokromidjojo (1987;181) 
harus memiliki cirri cirri sebagai berikut : 
1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas. 
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan 
tersebut. 
3. Suatu kerangka kebijkasanaan yang konsisten atau proyek 
yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefktif 
mungkin. 
4. Pengukuran ongkos ongkos yang diperkirakan dan keuntungan 
keuntungan yang diharapakan akan dihasilkan program 
tersebut. 
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan 
dan program pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat 
berdiri sendiri. 
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan 
tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program 
tersebut. Dengan demikian dalam menentukan suatu program 
harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan 
agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat. 
Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa di dalam proses pelaksanaan 
suatu program sekurang kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan 
mutlak ada menurut  Syukur Abdullah (1987) antara lain sebagai berikut : 
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1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan. 
2) Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran 
dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut 
dalam bentuk perubahan dan peningkatan. 
3) Unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun 
perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, 
pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi 
tersebut. 
Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari 
beberapa tahap, yaitu : 
1) Merancang (design) program beserta perincian tugas dan 
perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang 
jelas serta biaya dan waktu. 
2) Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan 
struktur struktur dan personalia, dana serta sumber sumber 
lainnya, prosedur dan metode yang tepat. 
3) Membangun system penjadwalan, monitoring dan sarana 
sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) 
pelaksanaan kebijakan. 
Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu program 
diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai 
uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, 
jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar 
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program yang direncanakan dapat mencapai target yang sesuai dengan 
keinginan. 
III.3 Konsep kesehatan gratis 
II.3.1 Pengertian kesehatan 
Istilah kesehatan dalam kehidupan sehari hari sering dipakai untuk 
menyatakan bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal. Bahkan benda mati 
pun seperti kendaraan bermotor atau mesin, jika dapat berfungsi secara 
normal, maka seringkali oleh pemiliknya dikatakan bahwa kendaraanya dalam 
kondisi sehat. Kebanyakan orang mengatakan sehat jika badannya merasa 
segar dan nyaman. Bahkan seorang dokter pun mangatakan bahwa pasiennya 
sehat manakala hasil pemeriksaan yang dilakukan seluruh tubuh pasiennya 
berfungsi secara normal. ). Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, 
jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 
sosial dan ekonomis. 
Kesehatan Menurut Depkes RI 
 Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan 
universal karena ada faktor faktor lain di luar kenyataan klinis yang 
mempengaruhinya terutama faktor sosial budaya. Kedua pengertian saling 
mempengaruhi dan pengertian yang satu hnaya dapat dipahami dalam 
konteks pengertian yang lain. Banyak ahli filsafat, biologi, antropologi, 
sosiologi, kedokteran, dan lain lain bidang ilmu pengetahuan telah mencoba 
memberikan pengertian tentang konsep sehat dan sakit ditinjau dari masing 
masing disiplin ilmu. Masalah sehat dan sakit merupakan proses yang 
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berkaitan dengan kemmapuan atau ketidak mampuan manusia beradaptasi 
engan lingkungan baik secara biologis, psokologis maupun sosio budaya. 
UU No.23 Tahun1992 tentang kesehatan gratis menyatakan bahwa : 
 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang 
memungkinkan hidup produktif secara social dan ekonomi. Dalam pengertian 
ini maka kesehatan harus dilihat sebagai salah satu kesatuan yang utuh terdiri 
dari unsur unsur fisik, mental dan social yang didalamnya kesehatan jiwa 
merupakan bagian integral kesehatan. 
II.3.2 Pengertian kesehatan gratis 
Kesehatan gratis adalah salah satu program yang dicanangkan oleh 
pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Daerah/Kabupaten guna 
membebaskan atau meringankan biaya kesehatan bagi penderita peenyakit di 
Sulawesi Selatan. Salah satu janji yang paling dinantikan oleh masyrakat 
Sulawesi Selatan adalah tentang kesehtan gratis. Janji tersebut memang 
menjadi program andalan sehingga bias memenangkan pemilihan Gubernur 
Sulawesi Selatan periode 2008-2013.   
Kesehatan gratis di Sulawesi Selatan merupakan program prioritas 
Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2013. Program ini merupakan  janji 
Gubernur terpilih pada saat PILKADA 2008 yang harusnya diimplementasikan 
selama periode kepemimpinannya. Implemntasi tersebut telah di tuangkan 
dalam PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NO 13 TAHUN 2008 
TENTANG PELAYANA KESEHATAN GARTIS.S  
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Departeman Kesehatan mempersipakan rancangan Undang Undang 
SKN (Sistem Kesehatan Nasional). RUU ini akan menjadi acuan bagi 
peraturan kesehatan di Indonesia. Sebelumnya, SKN yang lama yaitu UU 
no.23 tahun1992. “tetapi untuk lebih menyempurkan, maka dibuatlah UU SKN 
yang baru,  kata menteri kesehatan Achmad Sujudi, dalam jumpa persnya di 
kantornya, kamis (31/7//2012). 
 SKN ini merupakan acuan bagi upaya upaya peningkatan kesehatan 
yang nantinya aka ada UU kesehatan lain yang mengacu pada UU SKN 
baru.peran masyrakat dalam dalam SKN meliputi 3 hal yaitu ikut memberikan 
pelayanan kesehatan, ikut memberikan advokasi untuk kesehatan, ikut 
mengawasi pelayanan masyrakat dengan mengunakan potensi yang 
dimilikinya. Kemudian mengenai masalah sumber daya kesehatan. Dan 
selanjutnya adalah soal manajemen SKN. Diharapakan pembangunan 
kesehatan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat mewujudkan derajat 
kesehatan masyarakat setinggi tingginya. 
II.3.3 Proram Jaminan kesehatan Daerah 
Program JAMKESDA adalah program untuk masyarakat miskin diluar 
kuota Jamkesmas yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh Pemda. 
Saat ini RS sudah bekerja sama dengan beberapa Pemda, untuk melayani 
masyarakatnya dalam pelayanan kesehatan. Pada hakekatnya pelayanan 
kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab bersama 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari program 
tersebut diatas adalah untuk meningkatnya akses dan mutu pelayanan 
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kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai 
derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. 
Jaminan Kesehatan Bersubsidi atau Jamkesda Pelayanan kesehatan 
kesehatan bersubsidi atau Jamkesda dasar pada dinas kesehatan, adalah 
semua Puskesmas dan jaringannya yang tidak dipungut biaya, dan obat yang 
diberikan menggunakan obat generik. 
Tujuan pelaksanaan pelayanan kesehatan bersubsidi adalah: 
a. Membantu dan meringankan beban masyarakat dalam 
pembiayaan pelayanan kesehatan. 
b. Meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan 
pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di 
Rumah Sakit milik Pemerintah dan pemerintah daerah 
c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 
d. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat. 
e. Terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan 
masyarakat dengan pola jaminan pemeliharaan kesehatan 
Masyarakat. 
II.3.4 Jenis pelayanan  Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya 
 Pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk kota di puskesmas dan 
jaringannya dibebaskan dari biaya pelayanan meliputi : 
1. Kegiatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) yang dilaksanakan 
dalam gedung meliputi pelayanan : 
29 
 
1) Pendaftaran 
2) Pemeriksaan dan Konsultasi Kesehatan 
3) Pelayanan pengobatan dasar, umum dan gigi 
4) Tindakan medis sederhana 
5) Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pemerikasaan ibu 
hamil dan ibu Nifas (memanfaatkan jampersal) 
6) Imunisasi 
7) Pelayanan KB  
8) Pelayanan laboratorium sederhana dan penunjang lainnya 
2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas 
perawatan, maliputi pelayanan : 
1) Pelayanan perawatan pasien 
2) Persalinan normal dan perawatan nifas (memanfaatkan 
jampersal) 
3) Tindakan medis yang dibutuhkan 
4) Pemberiaan obat-obatan formularium (generik) 
5) Pemerikasaan laboratorium dan penunjang medis lainnya 
6) Perawatan perbaikan gizi buruk. 
3. Pelayanan gawat darurat (emergency) merupakan bagian kegiatan 
puskesmas termasuk penanganan Obstetri-Neonatal 
4. Pelayanan kesehatan luar gedung yang dilaksanakan oleh puskesmas 
dan jaringannya, maliputi kegiatan : 
1) Pelayanan rawat jalan melalui puskesmas keliling roda-4, 
pusling perairan maupun roda-2 
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2) Pelayanan kesehatan di posyandu,polindes/Poskesdes dan 
Poskestren  
3) Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah bagi pasien 
pasca rawat inap (home care) 
4) Penyuluhan kesehatan 
5) Imunisasi 
6) Pelayanan ibu hamil melalui berbagai kegiatan/program 
7) Pelayanan Nifas 
8) Surveilans penyakit dan Surveilans gizi 
9) Kegiatan sweeping  
10)  Fogging (pengasapan), pemberantasan sarang nyamuk (PSN)  
11) Pelayanan kesehatan lainnya yang ,menjadi tugas dan fungsi 
puskesmas. 
II.3.5 Dasar Hukum Kesehatan Gratis  
 Beberapa dasar hokum yang melatarbelakangi pelaksanaan program 
kesehatan gratis di Sulawesi Selatan, antara lain : 
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah 
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
kerja sama penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis. 
4. Pergub SulSel Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman 
pelaksanaan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulsel. 
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5.  Perda no 2 Tahun 2009 tentang pelaksanaan kesehatan gratis. 
II.3.6 Sasaran Kesehatan Gratis 
 Sasaran program pelayanan kesehatan Gratis Menurut pegub Sulsel 
no 13 Taahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan program Pelayanan 
Kesehatan Gratis di Provinsi Sulsel pada Bab II tujuan dan sasaran bagian 
kedua sasaran pasal 4 adalah seluruh penduduk Sulawesi Selatan yang 
mempunyai identitas (KTP/Kartu Keluarga), tidak termasuk yang sudah 
mempunyai jaminan kesehatan lainnya. 
 Sasaran atau peserta yang akan mendapatkan layanan kesehatan 
gratis melalui pembagian kartu anggota dilakukan melalui pendataan sasaran, 
registrasi peserta, dna penetapan oleh Bupati atau Walikota. Pendataan 
sasaran dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan yang 
dilakukan oleh tim Desa/Kelurahan selanjutnya dilaporkan ke tingkat 
kecamatan, untuk dilakukan rekapitulasi (pasal 10 Pergub Nomor 13 Tahun 
2008) 
II.3.7 Tujuan kesehatan gratis 
 Program kesehatan gratis yang di laksanakan oleh pemerintah provinsi 
Sulsel yang bertujuan untuk meningkatkan akses guna tercapainya derajat 
kesehatan masyarakat yang optimal dan meningkatkan kulaitas dan 
pemerataan untuk mendapatkan pelayanan yang meringankan beban 
penduduk dalam pembiayaan (pasal 3 perda Nomor 2 Tahun 2009). 
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 Tujuan pelayanan kesehatan gratis juga diperkuat lagi dalam pasal 2 
dan pasal 3 Pergub Nomor 13 Tahun 2008 sebagai bentuk peraturan 
pelaksanaan, yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 
pelaksanaan kesehatn gratis adalah meningkatkan akses pemerataan dan 
mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Sulawesi selatan guna 
tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan 
efisien.  
II.3.8 Komponen Kesehatan Gratis Tiap Puskesmas 
 Komponen yang dibiayai kesehatan gratis pemerintah Sulawesi selatan 
adalah Jamninan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Untuk 
mengoptimalkan program tersebut, pemerintah menyipakan dana sebesa Rp 
7,4 triliun. Anggaran sebesar itu di peruntukkan bagi 825,79 ribu warga miskin 
yang ada di Sulsel yang tersebar di 23 kabupaten/ kota di Sulsel. Dinas 
keseahatan Sulawesi selatan menargetkan sebanyak 4.298.100 masyrakat di 
Sulawesi selatan masuk dalam daftar kesehatan  gratis. 
 Sumber dana berasal dari bantuan keunagan pemerintah provinsi 
Sulawesi selatan (APBD 1) dan kabupaten//kota melalui APBD II. Bantuan 
tersebut melalui program pelayanan kesehatan gratis , kemudian pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan dana bantuan tersebut kepada 
pemerintah kabupaten/kota melalui rekening/kas daerah masing masing 
kabupaten//kota. 
 Dana untuk pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya 
disalurkan langsung dari kas daerah pemerintah kabupaten/kota ke 
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puskesmas melalui Dinas Keseahatan pada rekening masing masing PPK. 
Penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap (periode triwulan).  
II.3.9 Mekanisme Pendataan (Alur pendataan Masyarakat yang mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Gratis) 
A. Mekanisme Pendataan 
1. Pendataan sasaran dilaksanakan mulai ditingkat desa/ 
kelurahan yang dilakukan oleh Tim Desa/ Kelurahan dengan 
menggunakan format yang telah disediakan. 
Tim tersebut terdiri dari unsur unsur sebagai : Aparat 
desa/kelurahan (sekretaris), petugas Kesehatan, PKK, BKKBN 
dan Kader Kesehatan. 
2. Tim Desa/Kelurahan akan berkunjung dari rumah ke rumah 
untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum terjangkau olej 
jaminan pemeliharaan kesehatan. 
3. Hasil pendataan dilaporkan ke tingkat kecamatan untuk 
dilakukan rekapitulasi. 
Tim kecamatan terdiri dari aparat kecamatan (sekcam), 
ka.Pusk,BKKBN dan PPK. 
4. Tim kecamatan melaporkan hasil rekapitulasi  ke tim penegndali 
kabupaten/ kota untuk dilakukan proses entry/input data 
kepesertaan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. 
5. Data peserta yang telah mengalami proses entry, selanjutnya 
dilakukan penetapan oleh Bupati /Walikota dalam bentuk surat 
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keputusan, untuk menjadi database kepesertaan di 
Kabupaten/Kota. 
6. Entry data setiap peserta meliputi antara lain : 
a) Nomor register 
b) Nama peserta 
c) Jenis kelamin 
d) Tempat dan tanggal lahi/ umur 
e) Alamat 
7. Data yang telah dientry tersebut selanjutnya dikirim ke provinsi 
melalui Tim Pengendali Provinsi dalam bentuk Soft Copy dan 
Hard copy selanjutnya diserahkan ke masing masing PPK yang 
telah ditunjuk dan bekerjasama dalam rangka pelaksanaan 
program pelayanan Kesehatan gratis. 
8. Berdasarkan data kepesertaan dari masing masing 
kabupaten/kota, provinsi melakukan rekapitulasi jumlah peserta 
sebagai data base kepesertaan program pelayanan kesehatan 
gratis tingkat provinsi. 
B. Mekanisme Pengadaan/ Penerbitan Kartu. 
a) Data peserta yang telah dilaporkan oleh kabupaten/kota 
digunakan sebagai informasi pengadaan/penerbitan kartu. 
b) Pengadaan kartu dilaksanakan oleh pemerintah provinsi 
Sulawesi Selatan dengan cara bertahap, selanjutnya pengisian 
dan distribusi kartu dilakukan oleh Kabupaten/Kota. 
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c) Kabupaten/kota melaporkan hasil pendistribusian kartu peserta 
kepada pemerintah provinsi untuk mengetahui presentasi 
realisasi distribusi kartu. 
d) Selama masa tarnsisi sampai diterbitkannya kartu peserta, 
masyarakat dapat menggunakan KTP/Kartu keluarga sebagai 
identitas penduduk Sulawesi Selatan. 
e) Kartu peserta berlaku antar kabupaten/ kota dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
2.1 Kerangka pemikiran 
  Secara garis besar Implementasi merupakan setiap kegiatan yang 
dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Upaya untuk memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan 
fakta yang telah terjadi dam menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya 
suatu pelaksanaan. Begitu pula dengan implementasi program Jaminan 
kesehatan gratis Daerah di puskesmas Sumbang Enrekang. Dalam 
penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan Implementasi sebuah program sehingga penelitian menggunakan 
teori menurut Van Meter dan Van Horn, dimana menurutnya implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh Ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, 
karakteristik Agen pelaksana,  Sikap/ Kecenderungan (Disposition) para 
Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivis Pelaksana dan 
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.untuk lebih jelasnya berikut 
gambarnya . 
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Gambar 1. 
Model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn 
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 KERANGKA PEMIKIRAN  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Skema kerangka konseptual 
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Gratis Daerah: 
a) Membantu dan meringankan beban 
masyarakat dalam pembiayaan pelayanan 
kesehatan. 
b) Meningkatkan cakupan masyarakat dalam 
mendapatkan pelayanan kesehatan di 
Puskesmas serta jaringannya dan di 
Rumah Sakit milik Pemerintah dan 
pemerintah daerah 
c) Meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat. 
d) Meningkatkan pemerataan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat. 
e) Terselenggaranya pembiayaan pelayanan 
kesehatan masyarakat dengan pola 
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ekonomi ,social 
dan politik. 
38 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 
melakukan wawancara mendalam, yang kemudian hasil wawancara diolah 
dan akan diperoleh data. Dalam menganalisis data dilakukan berdasarkan 
teori Van Meter dan Van Horn yaitu teori implementasi atau dengan 
menggunakan metode deduktif yang mengangkat permasalahan Internal dan 
External. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Sumbang Kecamatan 
Curio Kabupaten Enrekang berhubung puskesmas ini merupakan salah satu 
Puskesmas yang ada di Kabupaten Enrekang dan mendapatkan program 
kesehatan gratis. 
C. Tipe dan Dasar Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah 
masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara 
sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi 
pada saat peneliti melakukan penelitian kemudian menganalisanya dan 
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membandingkan dengan  kenyataan yang ada dengan teori, dan selanjutnya 
menarik kesimpulan. 
2. Dasar Penelitian 
Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis studi kasus tentang 
Implementasi Program kesehatan gratis  dengan memilih data atau 
menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap 
refresentatif. 
D. Unit Analisis 
Sehubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian 
ini, maka yang menjadi unit analisis adalah program kesehatan yang 
dilaksanakan di Puskesmas Sumbang Kec Curio Enrekang. unit analisis ini 
didasarkan pada pertimbangan bagaimana implementasi program kesehatan 
gratis di kabupaten Enrekang sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah untuk memberikan kesehatan berkualitas bagi seluruh 
masyarakat khususnya di Puskesmas Sumbang Enrekang. 
E. Informan  
Informan yang dimaksud dalam kegaitan penelitian ini adalah aparatur dan 
tokoh masyarakat yang menagani langsung atau terkait dalam penelitian ini. 
Teknik purposive sampling digunakan dalam penentuan jumlah informan 
penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari : 
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a. Dari pihak pemerintah, kepala puskesmas sumbang yang 
secara langsung menangani program kesehtan gratis ini 
b. Tokoh masyarakat diluar target group 
c. Aparat pemerintah daerah yang terkait 
d. Dan dari target group, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran  
dari program kesehatan gratis ini. 
 
F. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah kata kata dan tindakan para 
informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen dokumen yang 
mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data data yang relavan 
dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut : 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau 
data yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan 
dengan variabel pelaksanaan program kesehatan gratis 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari 
laporan-laporan, dokumen dokumen, buku teks, yang ada baik 
pada instansi Puskesmas maupun pada perpustakaan yang 
berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas. 
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G. Teknik Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Observasi  
Yaitu penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung  
pada objek penelitian dengan cara non partisipasi artinya 
peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal 
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.  
2. Wawancara mendalam (indepth interview) 
Yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 
melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan 
yang dianggap mengetahui banyak tentang dan masalah 
penelitian. 
 
H. Teknik  Analisis Data 
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan 
cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil 
wawancara dari informan. Dalam melakukan análisis data peneliti mengacu 
pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan 
yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung 
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ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar 
mendapatkan sumber data yang diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan 
diadakan 33  transkrip data (transformasi data) untuk memilih 
informasi mana yang  dianggap sesuai dengan masalah yang 
menjadi pusat penelitian dilapangan.  
3. Uji Confirmability, Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian. 
Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 
dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 
confirmability-nya. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan 
sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, 
tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman 
penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan 
dalam tabel ataupun uraian penjelasan.  
Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi 
(conclution drawing/ verification), yang mencari arti pola-pola 
penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. 
penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan 
verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatancatatan di lapangan 
sehingga data-data di uji validitasnya. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Gambaran umum Kabupaten Enrekang   
Kabupaten Enrekang  adalah salah satu  Daerah Tingkat 
II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di 
Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan 
berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. 
Kabupaten Enrekang dengan ibukota Enrekang terletak ± 235 Km 
sebelah utara Makassar. Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada 
koordinat antara 3° 14’ 36” sampai 3° 50’ 00” Lintang Selatan dan 119° 40’ 53” 
sampai 120° 06’ 33” Bujur Timur. dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km².   
Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang 
memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan 
Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan 
Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara 
garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di 
Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri 
dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, 
Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. 
Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, 
Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa 
dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. 
Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat 
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menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi 
Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial 
budaya. 
Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : 
Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja ; 
Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu ; 
Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap ; 
Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang ; 
Topografi Wilayah Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah 
Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai 
dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai 
wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi 
oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah 
Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Enrekang memiliki 
12 kecamatan dengan jumlah penduduk 255,089 yaitu laki laki sebanyak 
129,975 dan perempuan sebanyak 125,144. 
Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan 
musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu 
musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan 
November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - 
Oktober.  
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Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara 
geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu 
Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE 
meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan 
Kecamatan Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan 
Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas 
KBE kurang lebih 659,03 Km 2 atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang 
sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 Km2 atau 63,10% dari, Luas 
wilayah Kabupaten Enrekang. 
Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan 
antara kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan 
industri berada pada wilayah KBE. Selain itu industri jasa seperti transportasi, 
telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengotahan 
hash pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan KTE 
yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersedian sarana 
dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi SDA, 
sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian dalam arti yang Was 
yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan 
hutan rakyat. 
Kecamatan Curio adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten 
Enrekang yang berada pada 740 – 1.098 m diatas permukaan laut. Luas 
Kecamatan Curio adalah 178,51 km2, yang terdiri dari 11 Desa. Jumlah 
penduduk Kecamatan Curio 14.533  Jiwa yang terbagi dalam jumlah laki-laki 
7.335 jiwa dan jumlah perempuan 7.198 jiwa. Sebagian besar penduduk 
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kecamatan Curio bermata pencaharian Pertanian, perkebunan terutama padi 
sawah.sayur-sayuran, cengkeh, coklat, Sedangkan pada peternakan sebagian 
besar pada ayam buras dan sapi potog. Kecamatan Curio juga memiliki 
potensi di bidang kehutanan seperti kayu pinus, damar, lebah hutan, dan 
tanam-tanaman kayu lainnya. 
Arahan dan kebijakan pengembangan Kecamatan Curio merupakan 
hal yang sangat penting mengingat potensi alam yang perlu ditangani dengan 
segera. Potensi Alam Kecamatan Curio yang tersedia sangat menunjang 
ekonomi masyarakat baik dalam bidang perternakan, perkebunan maupun 
persawahan. 
IV.2  Puskesmas Sumbang Enrekang  
 Dalam penelitian ini karakteristik data (primer dan sekunder) serta 
identifikasi/penelusuran informan kunci (kelompok actor Implementasi 
kebijakan peraturan daerah) diinput dari puskesmas sumbang Kecamatan 
Curio. Sebagai salah satu lembaga Teknis daerah, Puskesmas Sumbang 
Kecamatan Curio yang beralamat di desa sumbang .Puskesmas sumbang 
barada pada wilayah Administrasi Dusun Malua Desa Sumbang Kecamatan 
Curio Kabupaten Enrekang dengan jarak kuran lebih 51 km dari ibukota 
kabupaten. Wilayah kerja puskesmas Sumbnag terdiri dari 11 Desa dengan 
luas wilayah ±178,51 km² 
 Adapun batas batas Wilayah Kerja Puskesmas Sumbang Adalah : 
I. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja 
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II. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Malua 
III. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu 
IV. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alla 
Nilai nilai organisasi Puskesmas Sumbang yaitu : 
a. Senyum merupakan modal dalam memberikan pelayanan 
b. Efektif dengan pelayanan tepat guna, berdaya guna, berhasil. 
c. Gerakan upaya cepat tindak dalam pemberian pelayanan kesehatan 
masyarakat. 
d. Amal merupakan bentuk kerelaan hati petugas dalam member 
pelayanan. 
e. Ramah adalah sikap yang tertanam daam jiwa petugas kesehatan. 
Puskesmas Sumbang berada pada ketinggian 500-1750 m dari 
permukaan laut dan beriklim tropis, dimana penduduk yang berda di wilayah 
kerja Puskesmas Sumbang sebagian besar bersuku Bugis meskipun dalam 
pergaulan sehari hari menggunakan bahasa Duri disamping Bahasa Indonesia 
pada saat diadakan acara acara resmi. Dimana wilayah kerja dari puskesmas 
sumbang itu adalah 11 desa yang dibantu oleh puskesdas dan pustu. 
Adapaun agama yang dianut hampir seluruhnya beragama islam yang 
sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian Petani.   
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IV.3 Visi Misi Puskesmas Sumbang Enrekang 
  Adapun visi dan misi Puskesmas Sumbang dalam hal ini sebagai 
salah satu lembaga teknis daerah sebagai berikut: 
Visi 
Sebagai pusat pelayanan yang sistematis menuju Kecamatan sehat 2015 
Misi 
Sebagai pusat pelayanan yang sistematis menuju kecamatan sehat 2015 
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan 
Curio. 
2. Mendorong kemandirian hidup sehat. 
3. Memelihara dan meningkatkan mutu serta pemerataan pelayanan 
kesehatan. 
4. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan perorangan, keluarga 
dan masyarakat. 
IV.4 Tugas Pokok dan Fungsi Puskesmas Sumbang Enrekang 
 Secara umum tugas pokok dan fungsi pusat kesehatan Masyarakat 
atau yang biasa  disingkat Puskesmas Sumbang adalah memberikan 
pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang ada diwilayah 
kerjanya.Dalam hal ini ada 11 Desa yaitu desa sumbang,curio,tallung 
ura,buntubarana,Parombean,Sanglepongan,BuntuPema,Mekkala,Salassa,Ma
ndalan,Pebaloran. 
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IV.5 Struktur Organisasi Diklat Puskesmas Sumbang Enrekang 
1. Kepala puskesmas : Irwan. Skm 
2. Bendahara : Zulfitrah Purdanasari Skm 
a) Fakultas Kedokteran gigi : 
1) Dr.M.Alwi 
2) Dr.Rahmad 
b) Keperawatan: 
1) S1 Kep: 
1.Sartini Puji Astuti S.Kp.Ns 
2) D3 Kep : 
1. Nurmeni, Amd. Kep 
2. Syamsinar, Amd.Kep 
3. Titirsalina,p.Amd.Kep 
4. Hariati, Amf 
c) D3 Kebidanan: 
1. Muliati, Amd.Keb 
2. Fitriani,M.Nur,Amd.Keb 
d) Farmasi: 
1. Hariati, Amd.F 
e) FKM: 
1).Epidemologi: 
a. Zulfitrah. Skm 
b. Norma Skm 
2).Gizi/kespro 
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a. Herawati, Amg 
b. Nurhidayah, Amg 
3).Kesling/Promkes 
a) Syamsudarwin,Amkl 
f) Perawat gigi: 
a. Husni Amg 
b. Hastuti Padendeng 
g) Penelitian/pengambilan Data/ Institusi Non Kesehatan: 
a. Harmin Baddu,Skm 
 
IV.6 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Puskesmas Sumbang 
Enrekang 
A. Kepala puskesmas 
Kepala puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, 
dan mengkoordinasi pelaksanaan peneyelenggaraan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat secara paripurna dalam wilayah 
kerjanya. Dalam melaksanakan  tugas, kepala puskesmas 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan fungsi fungsi manajemen 
b. Membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan 
puskesmas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 
c. Menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab 
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d. Melaksanakan koordinasi termasuk melaporkan kegiatan 
puskesmas dengan Dinas kesehatan di kabupaten Enrekang 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permaslahan agar diperoleh hasil kerja yang 
optimal dan sebagai pertaggung jawaban kegiatan. 
B. Bagian poli umum 
Bagian Poli Umum mengatur kelancaran proses pelayanan di 
poli umum, mengatur pembagian tugas di poli umum, dan 
meningkatkan kinerja petugas poli. Fungsi dari poli umum yaitu : 
a. Memberi pengarahan kepada staf poli umum 
b. Memberi teguran/peringatan kepada staf poli umum yang tidak 
menjalankan tugasnya dengan benar 
c. Kontroling kelengkapan dokumen poli umum 
Dalam hal ini poli terbagi atas beberapa bagian yaitu : 
1. Poli Kia KB 
Fungsinya mengatur dan memberikan pelayanan kepada 
kesehatan ibu anak dan KB. 
2. Poli Gigi 
Fungsinya mengatur proses pemberian kesehatan mengenai 
kesehatan gigi dan mulut. 
3. Poli DKPR 
Fungsinya mengatur Kelancaran proses pelayanan kepada remaja 
dengan sasaran umur 12-19 tahun. 
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4. Poli SDIDTK 
Fungsinya memberikan pelayanan kepada bayi dan balita baik 
mengenai tumbuh kembang dan kelainan pada balita 
C. Bagian ruang bersalin 
Bagian ruang bersalin mempunyai tugas mengatur dan 
mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan dikamar bersalin dan 
perawatan umum, mengupayakan pengadaan peralatan dan obat 
sesuai standar, serta mengendalikan pelaksanaan asuhan kebidanan 
dan keperwatan yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan tugas, 
bagian ruang bersalin menyelenggarakan fungsi : 
a. Mamantau dan manilai keadaan pasien 
b. Melakukan rujukan pada pasien yang mengalami komplikasi  
c. Mangatur jadwal dinas 
d. Membimbing siswa/mahasiswa yang melakukan praktek klinik 
D. Bagian rawat inap 
Bagian rawat inap mempunyai tugas mengatur dan 
mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan dari perawatan umum. 
Dalam melaksanakan tugas, bagian rawat inap mempunyai fungsi : 
a. Mamantau dan manilai keadaan pasien 
b. Melakukan rujukan pada pasien yang mengalami 
komplikasi  
c. Mangatur jadwal dinas 
d. Membimbing siswa/mahasiswa yang melakukan praktek 
klinik. 
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E. Bagian gizi 
Bagian gizi berfungsi membantu kepala puskesmas dalam 
kegiatan yang dilaksanakan puskesmas. Dalam melaksanakan fungsi, 
bagian gizi mempunyai tugas: 
a. Malaksanakan kegiatan perbaikan gizi diwilayah kerjanya 
b. Demonstrasi makanan sehat 
c. Pemberian vitamin pada anak balita 
d. Membuat pencatatan dan laporan 
F. Bagian loket/kartu 
 Bagian loket/kartu mempunyai tugas mencatat dan membuat 
nomor index family folder, serta membuat laporan pengguanaan nomor 
index family folder. Dalam melaksanakan tugas, bagian loket/kartu 
berfungsi : 
a. Manyiapkan buku folder baru 
b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran ATK 
c. Member nomor index family folder sesuai urutan 
G. Bagian kamar obat 
Bagian kamar obat mempunyai tugas pokok pembuatan 
perencanaan obat, pangadaan/permintaan obat penerimaan dan 
penyimpanan obat, pelaporan serta penyuluhan obat. Dalam 
melaksanakan tugas, bagian kamar obat berfungsi : 
a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat yaitu perencanaan, 
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, 
pencacatan, dan pelaporan 
b. Membuat laporan LB:2 LP LPO tiap bulan 
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c. Membuat perencanaan obat pertahun 
d. Membuat laporan tahunan pemakaian obat 
e. Memberikan penyuluhan obat kepada masyarakat. 
H. Laboratorim 
Memberikan pelayanan untuk menegakkan diagnose baik lewat 
pemeriksaan darah, Urin, peises dan sputum. 
IV.7 Kondisi Pegawai Puskesmas Sumbang Enrekang  
Tabal 1.1 keadaan pegawai Puskesmas Sumbang Enrekang  berdasarkan 
pangkat golongan 
Pangkat golongan Jumlah 
Golongan III 5 orang 
Golongan II 7 orang  
Honorer 22 orang 
Total 34 orang 
Sumber : Puskesmas Sumbang Enrekang,2013 
Keadaan pegawai diPuskesmas Sumbang melihat dari segi pangkat 
golongan terdiri dari 5 orang Golongan III, 7 orang Golongan II dan 22 orang 
sebagai Honorer, sehingga total keseluruhan pegawai yang ada di Puskesmas 
Sumbang sebanyak 34 Orang. 
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Tabel 1.2 Keadaan pegawai Puskesmas Sumbang Enrekang 
Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis kelamin Jumlah  
Laki laki 10 orang 
Perempuan 24 orang  
Total 34 orang  
Sumber : Puskesmas Sumbang Enrekang,2013 
Keadaan pegawai Puskesmas Sumbang Enrekang berdasarkan Jenis 
kelamin. Terdiri dari 10 Orang laki laki dan 24 orang perempuan yang total 
keseluruhannya adalah 34 orang. 
IV.8 Kondisi Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Sumbang Enrekang  
Berdasarkan data dari puskesmas Sumbang kecamatan Curio bahwa 
jumlah penduduk di Kecamatan Curio adalah 14.841 penduduk sedangkan 
masyarakat yang terdata mendapatkan kartu Jamkesda di Kecamatan Curio 
adalah sebanyak 11.918 orang dan menggunakan Program Jamkesda tahun  
2012, tercatat sebanyak 8116 jiwa. Sehingga disimpulkan bahwa mayoritas 
penduduk di Kecamatan Curio menggunakan Program Jamkesda. 
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Tabel 2.1 Daftar jumlah penduduk yang menggunakan Jamkesda tahun 
2012 
No  Bulan  Pengguna jamkesda 
1 Januari 674 
2 Februari 457 
3 Maret 807 
44 April  591 
5 Mei  795 
6 Juni  679 
7 Juli  643 
8 Agustus  723 
9 September  819 
10 Oktober  358 
11 November  613 
12 Desember  957 
 Jumlah  8116 
Sumber : Puskesmas Sumbang Enrekang,2013 
Dari tabel 2.1 diatas menunjukkan 8116 jiwa yang menggunakan 
kesehatan gratis dengan program Jaminan kesehatan gratis daerah, mereka 
tersebar di 11 desa yang merupakan wilayah kerja dari Puskesmas Sumbang 
Enrekang. Berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas Sumbang 
Enrekang tentang Jumlah pengunjung yang data di Puskesmas Sumbang 
untuk berobat sebelum dikeluarkannya kebijakan tentang program Jaminan 
Kesehatan Gratis Daerah adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 Daftar jumlah penduduk yang berkunjung ke Puskesmas 
Sumbang sebelum adanya Jamkesda 
 
No 
 
Tahun 
Jumlah Pengunjung di 
Puskesmas Sumbang 
1. 2005 8427 
2. 2006 8347 
3. 2007 8418 
Sumber : Puskesmas Sumbang Enrekang,2013 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung sebelum 
adanya program Jamkesda mulai dari tahun 2005 yaitu sebanyak 8427 pasien, 
tahun 2006 sebanyak 8347 pasien dan pada tahun 2007 sebanyak 8418 
pasien,jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada pelonjakan pasien yang terjadi 
sampai pada tahun 2007 di Puskesmas Sumbang. 
Tabel 2.3 perkembangan penduduk yang menggunakan program 
Jamkesda tahun 2008 s/d 2012 
No Tahun Jumlah pengguna jamkesda 
1 2008 10.853 
2 2009 11.533 
3 2010 11.828 
4 2011 2923 
5 2012 8116 
 Jumlah  8163.137 
 
Sumber : Puskesmas Sumbang Enrekang,2013 
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Dari tabel 2.2. diatas menunjukkan bahwa  pada tahun 2005 sampai 
tahun 2007 jumlah pasien yang berkunjung berkisar antara 8427 sampai 8418 
pasien, diamana pada tahun ini pasien yang datang berobat masih harus 
dikenakan biaya karena belum adanya Jaminan Kesehatan dari Pemerintah 
dalam hal ini JAMKESDA. Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk yang menggunakan layanan kesehatan gratis dengan program 
jaminan kesehatan gratis daerah selama 4 tahun terakhir mengalami 
peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebanyak 680 jiwa, kenaikan dari 
tahun 2009 ke tahun 2010 sebanyak  295 jiwa, dari tahun 2010 ke tahun 2011 
mengalami penurunan yaitu sebanyak 8905 jiwa, di akibatkan oleh beberapa 
faktor diantaranya  karna pendataan yang awalnya dilakukan oleh kepala Desa 
diambil alih oleh pihak Puskesmas yang semakin memperketat  pendataanya. 
Dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 5193 jiwa. 
Sehingga jika di bandingkan dengan jumlah pasien sebelum adanya 
Jamkesda maka dapat dikatakan bahwa jumlah pasien yang berkunjung ke 
Puskesmas Sumbang jauh lebih meningkat setelah adanya Program 
Jamkesda. 
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Tabel 2.4 Jenis penyakit terbanyak yang di tangani oleh Puskesmas 
Sumbang Enrekang  
NO Nama Penyakit Jumlah Penderita 
1 Kista 1896 
2 Demam 1445 
3 Batuk 1310 
4 Bukan Kecelakaan lalu lintas 915 
5 Diare 873 
6 Sakit kepala 816 
7 Dermatitis Atopik 486 
8 Dermatitis kulit Alergi 365 
9 Dyspeesia 308 
10 Dermatitis Infeksi 286 
Sumber : Puskesmas Sumbang Enrekang,2013 
Data tersebut diatas adalah merupakan sepuluh jenis penyakit 
terbanyak yang pernah ditangani oleh Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio 
Enrekang,, yang dapat menunjukkan bahwa dari banyaknya jenis penyakit 
yang diderita oleh masyarakat di Kecamatan Curio yang merupakan wilayah 
kerja dari Puskesmas Sumbang adalah penyakit Kista yang mencapai 1896 
penderita dan Dermatitis Infeksi mencapai 286 penderita. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memuat penjelasan atau uraian mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan tentang : 
A. Deskripsi pelaksanaan Program Jamkesda pada wilayah kerja 
Puskesmas Sumbang 
B. Implementasi program Jamkesda yang dinilai dari faktor faktor yang 
berpengaruh dalam proses pelaksanaan Jamkesda 
 Kedua pokok pembahasan tersebut dianalisis berdasarkan hasil wawancara 
sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini. 
V.1 Deskripsi pelaksanaan program Jaminan kesehatan gratis daerah 
pada wilayah kerja puskesmas Sumbang Kecamatan  Curio Enrekang 
 Kedudukan Puskesmas Sumbang sebagai satu satunya puskesmas 
yag ada diKecamatan Curio, dimana wilayah kerjanya berada pada 11 desa 
menjadi sebuah permasalahan tersendiri untuk dikaji . 
 Pada pendeskripsian ini kami mencoba mengkritisi peraturan 
perundang undangan (regulation) program Jamkesda, digunakan dua metode . 
metode pertama, kritik terhadap bentuk peraturannya. Kedua adalah melihat 
bagaimana penerapan hukumnya dari peraturan tersebut berdasarkan isi 
(subtance) dari undang undang tersebut yang tersegmentasi dalam pasal 
pasal. 
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 Dasar hukum pada program kesehatan gratis sebagai kebijakan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, pada dasarnya 
berpedoman pada dua peraturan perundan undangan yaitu, pergub Sulsel 
Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan program pelayanan 
kesehatan gratis diprovinsi Sulsel, dan perda Enrekang nomor 2 tentang 
peneyelenggaraan kesehatan gratis. 
 Kejanggalan dari peraturan tersebut adalah lebih awal diterbitkan 
peraturan pelaksanaannya, yakni peraturan gubernur, ketimbang peraturan 
daerahnya. Padahal hierarki peraturan perundang undangan sebagaimana 
yang diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
pembentukan peraturan perundang undangan (pasal 7 UU No. 10/2004), jika 
dibandingkan dengan peraturan pemerintah, selalu ditegaskan bahwa 
pelaksanaan undang undang ini, kemudian akan diatur berdasarkan peraturan 
pemerintah. Artinya peraturan Gubernur mestinya juga dibentuk setelah 
adanya peraturan Daerah. 
 Peraturan Gubernur yang lebih awal dilembagakan, yakni Pergub 
Nomor 13 tahun 2008 kemudian terbit Perda Nomor 2 Tahun 2009, berarti 
lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan program kesehatan 
gratis dalam hal ini Jaminan Kesehatan Gratis Daerah seperti Dinas 
Kesehatan, kepala Balai Kesehatan dan Pelaksana tingkat Rumah Sakit/ 
Puskesmas belum memiliki kewenangan secara penuh dalam melaksanakan 
tata kelola pendanaan, dan pemanfaatan dana kesehatan gratis. 
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 Demikian juga yang terjadi pada Tim pengendali Provinsi, tim 
pengendali kabupaten, dan pelaksana tingkat rumah sakit (pasal 39 ayat 1 
Pergub No. 13 tahun 2008 ) belum memiliki kewenangan secara penuh 
sebagai lembaga yang terlibat dalam program kesehatan gratis. 
 Pembentukan perda sebagai peraturan perundang undangan, penting 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai 
lembaga eksekutif. Apalagi dengan mengacu pada asas otonomi daerah, 
perda selayaknya di jadikan setingkat dengan undang undang, sehingga perda 
menjadi mutlak untuk dibentuk oleh Gubernur bersama anggota DPRD dalam 
program jaminan kesehatan Gratis daerah ini, tidak dengan langsung 
menerbitkan peraturan Gubernur, hanya karena dikejar janji program 
Kesehatan Gratis. 
 Oleh karena tampa adanya kewenangan yang diberikan oleh undang 
undang, perda lembaga yang menjadi pelaksana program tersebut tidak dapat 
bertindak semena mena. Penting untuk diperhatikan oleh pemerintah provinsi 
dan pemerintah kabupaten/kota sebelum melaksanakan program kesehatan 
gratis dalam kerangka otonomi daerah dan kewenangan melakukan pelayanan 
kesehatan berdasarkan pasal Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah agar dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, walaupun 
untuk tujuan kesejahteraan agar ada dasar hukum yang kuat. 
 Disamping itu, untuk mengkritisi undang undang bagaimana 
mekanisme pelaksanaanya berpihak pada keadilan, dapat digunakan fungsi 
Ilmu Hukum Administrasi Negara yaitu sifat dasar dari suatu peraturan. Apa 
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yang menjadi tujuan dari suatu peraturan dan apa yang menjadi dasar lahirnya 
suatu peraturan. Hal ini dapat dilihat pada kata mengingat,menimbang,dan 
memutuskan suatu peraturan. 
 Sebagaimana yang ditegaskan dalam konsideran menimbang Pergub 
Nomor 13 Tahun 2008, menegaskan “bahwa penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan gratis daerah bagi masyarakat 
perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik serta 
pengaturan pembagian pembiayaan dengan memadukan berbagai upaya dari 
pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan pemerintah provinsi 
dalam satu system pembiayaan yang jelas, sarana dan prasarana kesehatan, 
sumberdaya manusia, dan mutu pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 
minimal. 
 Hanya dengan standar pelayanan minimal, makanya tidak heran jika 
dalam pasal 1 ketentuan umum pergub Nomor 13 tahun 2008, pelayanan 
kesehatan gratis adalah semua pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan 
jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan dikelas III rumah sakit 
pemerintah daerah, yang tidak dipungut biaya dan obat yang diberikan 
menggunakan obat generik. 
Dari pengamatan dilapangan, penelitian di Puskesmas Sumbang 
ternyata pasien yang berobat dengan menggunakan program Jaminan 
kesehatan gratis daerah untuk pengobatan umum kurang terlayani secara 
maksimal. Pasien rawat inab kelas III berada dipuskesmas Sumbang kurang 
diperhatikan dengan baik dari segi pelayanannya, Dokter pun hanya sesekali 
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melakukan chek up pada pasiennya. Adapun pasien diruang persalinan masih 
ada yang mengeluhkan mengenai ruangan yang sempit dan bahkan terkadang 
bisa satu kamar di isi oleh dua pasien serta adanya pembiayaan yang 
ditanggung pasien. 
 Dalam pasal 27 pergub no 13 tahun 2008, ditegaskan bahwa 
pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung antara lain : 
I. Operasi jantung 
II. Kateterisasi jantung 
III. Pemasangan cincin jantung 
IV. CT scan 
V. Cuci darah 
VI. Beda syaraf 
Berdasarkan ketentuan tersebut masih ada terjadi disparitas untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan gratis, dengan cara apa kemudian 
masyarakat dapat menghindari penyakit dan tidak mengikuti standar 
pelayanan kesehatan gratis. Artinya hanya orang yang memiliki kekayaan 
yang dapat menggunakan fasilitas yang layak. 
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V.2 Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di 
Puskesmas Sumbang Enrekang  
 Implementasi Program jaminan Kesehatan Gratis daerah berdasarkan 
tujuan yang ditetapkan yaitu : 
a. Membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan 
pelayanan kesehatan. 
Dengan adannya Program pemerintah tentang Kesehatan gratis 
yang salah satunya adalah program JAMKESDA , dimana dalam hal 
pembiayaan , masyarakat sudah harus terbantu dengan adanya 
program tersebut . Seperti yang diungkapkan oleh Penenggungjawab 
program jamkesda, Muliati beliau mengatakan bahwa : 
“Masyarakat sudah digratiskan, misalnya dengan konsultasi 
gigi,pencabutan dan pemberian obat dulunya sebelum ada program 
Jamkesda, ,mereka dikenakan biaya sebesar Rp 26.000 sedangkan 
yang sekarang sudah tidak dikenakan biaya lagi atau dengan kata lain 
gratis” 
(wawancara,19 februari 2013 
 
Dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa dari segi pembiayaan 
masyarakat sudah terbantu misalnya saja sebelum adanya program 
pemerintah masyarakat yang berobat ke Puskesmas dan mendapatkan 
rawat jalan tingkat pertama (obat generik) harus dikenakan biaya 
tergantung dari jenis penyakit yang diderita. Yang kemudian setelah 
adanya Program JAMKESDA maka masyarakat yang berobat ke 
Puskesmas di Gratiskan selama jam kerja. 
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b. Meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 
kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit milik 
Pemerintah dan pemerintah daerah. 
Daerah yang menjadi wilayah kerja puskesmas sumbang bisa dikatakan 
banyak yang berada dipelosok pelosok sehingga tidak dapat di pungkiri bahwa 
masyarakat kadang terkendala dan bahkan enggan untuk datang ke 
puskesmas berobat. Seperti yang di ungkapkan oleh penanggungjawab 
Jamkesda di Puskesmas Sumbang, Muliati beliau mengungkapkan bahwa  
 “meningkatnya cakupan masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas 
karna biayanya yang sudah di gratiskan, dulukan sebelum adanya 
Jamkesda tidak dapat di pungkiri banyak masyarakat yang lebih memilih 
pengobatan tradisional” 
(wawancara, 19 februari 2013) 
 
Meningkatnya cakupan masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas 
Sumbang salah satu faktornya adalah dipengaruhi oleh biaya kesehatan yang 
sudah digratiskan dibanding yang sebelumnya masyarakat harus menanggung 
biaya yang tidak murah di tambah biaya perjalanan yang cukup banyak.seperti 
yang diungkapkan oleh salah satu pasien yang berkunjung ke Puskesmas 
Sumbang, Jasdan mengungkapkan bahwa : 
 “dulu itu saya jarang sekali ke sini,karna mahal dan jauh dari kampung 
saya  tapi sekarang karna sudah digartiskan, biar sakit sakit kepala ji saya 
kesinimi berobat” 
(wawancara, 1 Maret 2013) 
 
Jadi dalam hal ini kesimpulannya bahwa tujuan dari Jamkesda tentang 
meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 
sudah tercapai.  
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c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 
Berdasarkan pergub NO 13 Tahun 2008 pasal 5 tentang asas pelaksanaan 
Kesehatan Gratis dilaksanakan berdasarkan asas : 
a) Transparansi  
b) Akuntabilitas publik  
c) Team work 
d) Inovatif 
e) Cepat,cermat, dan akurat 
f) Pelayanan terstruktur dan berjenjang 
g) Kendali mutu dan kendali biaya 
Seperti yang diungkapakan oleh Penanggung jawab Jamkesda di Puskesmas 
Sumbang, Muliati, beliau mengungkapkan bahwa : 
 “Dengan adanya program Jamkesda maka kualitas pelayanan pun 
meningkat 67isbanding sebelumnya,salah satu contoh , sekarang kalo 
misalnya ada masyarakat yang dirujuk ke rumah sakit daerah itu sudah 
menggunakan mobil ambulance yang disediakan oleh puskesmas, sedangkan 
dulu sebelum ada jamkesda ,kita disini harus menyuruh keluarga pasien untuk 
menyediakan kendaraan sendiri atau kendaraan umum” 
(wawancara, 19 februari 2013) 
 
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat kita 
lihat dari ketersediaan fasilitas yang disediakan oleh Puskemas salah satunya 
ambulance yang digartiskan bagi masyarakat yang akan dirujuk ke Rumah 
Sakit umum Daerah Massenrempulu. 
 
d. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 
Sasaran dari program JAMKESDA ini adalah seluruh penduduk Sulawesi 
Selatan yang mempunyai identitas (Kartu Peserta, KTP,Kartu Keluarga), dan 
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belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya seperti (Jamkesmas, Akses 
Sosial/PNS, Jamsostek,Asabri,Akses Komersial dll.) sehingga terjadi 
pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di wilayah 
Sulawesi Selatan.seperti yang diungkapkan oleh penanggung jawab program 
Jamkesda di Puskesmas Sumbang Muliati, beliau mengungkapkan bahwa : 
“adanya program jamkesda , pasien yang mampu ataupun kurang 
mampu akan mendapatkan pelayanan yang sama” 
(wawancara,19 februari 2013) 
 
Dengan adanya Jaminan kesehatan  dari Pemerintah maka Terjadi 
pemerataan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga 
pemerataan pelayanan kesehatan semakin meningkat. 
 
e. Terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat 
dengan pola jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat. 
Jaminan pemeliharaan kesehatan di programkan oleh 
pemerintah provinsi  dan kabupaten kota dengan di keluarkan pergub 
no 13 tahun 2008. tentang pedoman pelaksanaan Program Pelayanan 
kesehatan Gratis daerah.sesuai dengan yang diungkapakn oleh 
penanggung jawab program jamkesda , Muliati mengatakan bahwa : 
“dengan adanya program jaminan kesehatan gratis daerah, 
pelayanan kesehatan masyarakat dapat diberikan secara langsung 
dengan menggunakan jaminan dari kartu jamkesda” 
(wawancara,19 februari 2013) 
Masyarakat yang hendak melakukan pengobatan di Puskesmas 
Sumbang menggunakan kartu Jamkesda atau kartu KTP dan kartu Kelurga 
untuk mendapatkan pelayanan dari pegawai setempat. 
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Dinamika perkembangan dunia yang semakin hebat , tidak terlepas 
dari beragam permasalahan sosial, termasuk diantaranya adalah 
permasalahan kesehatan salah satunya di kecamatan Curio. Timbulnya 
berbagai macam penyakit dianggap sebagai suatu permasalahan oleh 
pemerintah Kab.Enrekang, khususnya Puskesmas Sumbang yang dalah hal 
ini bertugas menangani penduduk yang tergangu kesehatan dalam wilayah 
kerjanya. Oleh karena itu dengan adanya Program Kesehatan Gratis yang 
salah satunya adalah Jamkesda sangat diharapkan dapat menbantu warga 
masyarakat. 
 Keberadaan berbagai macam penyakit yang muncul belakangan ini, 
karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan tata 
pengelolaan hidup sehat, tidak jarang dikeluhkan oleh warga sekitar karna 
dinilai akan menyebarkan penyakit bagi warga lainnya.  
 Menyadari kenyataan itu, pemerintah kabupaten Enrekang, khususnya 
puskesmas Sumbang menyepakati program jaminan kesehatan gratis daerah  
yang selanjutnya diimplementasikan kepada warga masyarakat yang 
merupakan sasaran dari pelaksanaan program tersebut.    
V.3 Faktor Faktor Berpengaruh terhadap Implementasi  
Implementasi program jaminan kesehatan gratis daerah kepada 
masyarakat dinilai berdasarkan beberapa variable menurut teori dari Van 
Meter dan Van Horn yaitu : 
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V.3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
 Ukuran dan tujuan kebijakan sangat menentukan keberhasilan 
pencapaian tujuan dari implmentasi program jaminan Kesehatan gratis daerah, 
khususnya pada Puskesmas Sumbang.Implementasi akan menjadi efektif 
apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan memang sesuai dengan kondisi 
sosio-kultur yang ada. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar 
dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, 
bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya 
menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan 
kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para 
pelaksana (implementors). 
 Namun demikian, ada beberapa kasus yang terkesann sulit dalam 
mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan 
ooleh Van Meter dan Van Horn, yaitu : pertama mungkin disebabkan oleh 
bidang program yang terlalu oleh bidang program terlalu luas dan sifat tujuan 
yang komleks. Kedua, akibat dari kekaburan kekaburan dan kontradiksi dalam 
pernyataan ukurn ukuran dasar dan tujuan tujuan.kadangkala kekaburan 
dalam ukuran ukuran oleh pembuat keputusan agar dapat menjamin 
tangggapan positif dari orang orang yang diserahhi tanggung jawab 
implementasi pada tingkat tingkat oraganisasi yang lain atau system 
penyampaian kebijakan. 
 Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan 
tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin 
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bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak 
atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dan 
sebagaimana tujuan dari program jaminan kesehatan gratis daerah yaitu : 
Hasil wawancara penulis dengan penanggung jawab dari program jaminan 
kesehatan gratis daerah di puskesmas sumbang Muliati ,beliau mengatakan : 
 “kalo kita lihat selama ini baik dalam hal pelayanan maupun 
administrasi itu sudah tercapai” 
(wawancara,21 januari 2013) 
Kemudian dari segi apakah masyarakat sudah merasa terbantu dengan 
program Jamkesda ini , sebagaimana hasil wawancara dengan penanggung 
jawab program jamkesda di puskesmas sumbang Muliati, beliau mengatakan 
bahwa : 
 “saya kira kalo kita lihat pelayanan yang kita berikan selama ini kepada 
masyarakat sudah mendapat pelayanan gratis mulai dari jaringan puskesdes 
persalinan itu sudah sangat terbantu” 
(wawancara,21 januari 2013) 
Kemudian sebagaimana yang di ungkapkan oleh Syafrin, salah satu pasien 
yang sedang berobat ke Puskesmas Sumbang, beliau mengatakan bahwa : 
 “Terealisasi teralisasi tapi belum merata, karena dari sistem pendataan 
yang kurang baik sehingga ada yang seharusnya dapat malah tidak dapat dan 
ada yang tidak pantas dapat tapi dapat” 
(wawancara,27 januari 2013) 
Melihat tujuan dari Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah yang 
kemudian dibandingkan dengan hasil dilapangan tujuan yang dikonsepkan 
sudah sesuai dengan keadaan yang ada dimasyarakat. 
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V.3.2 Sumberdaya 
Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah 
jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi 
pengimplementasian suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai 
pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam 
melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus 
selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah 
sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu untuk 
mendukung jalannya implementasi program jaminan kesehatan gratis daerah 
khususnya diPuskesmas Sumbang. Indicator sumberdaya terdiri dari beberapa 
elemen, yaitu : 
a. Sumberdaya manusia 
Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah 
sumberdaya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam 
implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya 
yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. 
Penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak mencukupi, tetapi 
diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai 
untuk menjalankan program tersebut. Berkenaan dengan  sumberdaya 
manusia, hasil wawancara dengan penanggung jawab program 
jamkesda di  puskesmas Sumbang, Muliati menyatakan: 
“ jumlah pegawai yang ada di uskesmas sumbang ada 34 orang 
, 13 PNS dan 22 magang dan dibantu oleh tenaga pustu puskesdes”.  
(wawancara,21 januari 2013) 
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 Dari hasil pemantauan penulis dilapangan bahwasanya jumlah 
petugas yang berada dipuskesmas Sumbang sangat minim disbandingkan 
dengan kondisi pasien yang begitu banyak. Sehingga beberapa pasien yang 
penulis temui sedang ingin berobat terkadang tidak terlayani oleh petugas 
loket, karna petugas yang ditugaskan diloket sedang ada di ruangan lainnya 
untuk melayani pasien yang lain juga. Begitupula dengan ruang apotek yang 
pada saat itu sangat banyak pasiean yang antri dikarenakan staf yang ada 
diruang apotek hanya satu orang. hasil wawancara penulis dengan kepala 
puskesmas sumbang, pak Irwan mengungkapkan bahwa : 
“nah kalo dilihat dari sampainya pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat itu sudah tercapai karna dari 11 desa ini semua sudah 
dapat puskesdes dan pustu” 
(wawancara,21 januari 2013) 
Selanjutnya, berkenaan dengan mutu pegawai yang bertugas 
mengimplementasikan program jaminan kesehatan gratis daerah di 
puskesmas Sumbang, hasil wawancara dengan kepala puskesamas 
Sumbang, pak irwan mengungkapkan bahwa : 
“iya saya kira demikian , kita tempatkan pegawai sesuai dengan 
keahlian masing” 
(wawancara,21 januari 2013) 
Terkait dengan informasi tersebut, berdasarkan temuan penulis 
dilapangan mengenai yang diungkapkan kepala puskesmas Sumbang penulis 
menemukan adanya beberapa ruangan yang tidak diisi oleh orang yang sesuai 
dengan keahliannya masing masing. 
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DATA-DATA NAMA PEGAWAI KESEHATAN 
YANG BERADA DI PKM SUMBANG 
        
NO NAMA/NIP 
PANGKAT TERAKHIR JABATAN 
DIKLAT 
JABATAN PENDIDIKAN 
TMT NAMA NAMA TKT IJAZAH NAMA 
THN 
LULUS 
1 
dr. Naima Abd. Kadir Penata Muda Tk. I / III b Plt. Kepala PKM 
Sumbang 
PRAJABATAN S1 
KEDOKTERAN 
UNHAS   
19780419 201001 2 002         
2 
drg. Ismawati Penata Muda Tk. I / III b drg PKM Sumbang PRAJABATAN S1 KEDOK GIGI UNHAS   
          
3 
NURMENI, Amd.Kep Penata Tk.I / III d Perawat PKM 
Sumbang 
PRAJABATAN DIII AKPER POLTEKKES 2007 
19680114 198812 2 004       
4 
YOHANIS R.P Penata Muda Tk. I / III b Jurim PRAJABATAN SMA      
19671027 198703 1 005         
5 
M. SAINAL Penata Muda Tk. I / III b Promkes PRAJABATAN D1 KESLING SPPH DEPKES 1987 
19651231 198903 1 163       
6 
NURLINA, SKM Penata Muda Tk.I/ III b KTU PRAJABATAN S1 KESMAS UIT 2005 
19840225 200604 2 008       
7 
IRWAN, SKM Penata Muda / III a Staf PKM Sumbang PRAJABATAN S1 KESMAS UVRI 2009 
19731005  199702 1 001         
8 
Zulfitrah purdanasari, SKM Penata Muda/ III a Staf PKM PRAJABATAN S1 KESMAS UNHAS 2009 
19860616 201001 2 034           
9 
RAMASIA R,Am.Keb Penata Muda/ III a Bidan Pol. 
Parombean 
PRAJABATAN DIII AKPER 2008 
19670616 198803 2 010       
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10 
HUSNI, AMKG Pengatur Tk I / II d Perawat Gigi PKM 
Sumbang 
PRAJABATAN DIII AKG DEPKES 2003 
19771230 199903 2 004       
11 
SARTINI PUJI ASTUTI, AMK Pengatur / II c Perawat PKM 
Sumbang 
PRAJABATAN       
19800221 200502 2 005         
12 
NUR RAHMA, A.Md.KL Pengatur Tk.I / II d Sanitarian PRAJABATAN DIII AKL DEPKES 1998 
19751212 200604 005       
13 
HARIATI, Amd.F Pengatur Tk.I / II d Asisten apoteker PRAJABATAN DIII FARMASI KEBANGSAAN 2002 
19800616 200604 2 016       
14 
HERAWATI,AMG Pengatur / II c Pelaksana Gizi PRAJABATAN DIII AKG INDONESIA YPAG 2004 
19800501 200804 2 002       
15 
MUSDALIPAH, A.Md.Kep Pengatur / II c Perawat PKM 
Sumbang 
  DIII AKPER NUSANTARA JAYA 2007 
19860212 200904 2 001         
1 
RAHMIATI, A.Md.Kep Pengatur / II c Perawat PKM 
Sumbang 
  DIII AKPER ANGING MAMMIRI 2007 
19850316 200904 2 001         
16 
ISKANDAR Pengatur Muda Tk I / II 
b 
Staf PKM Sumbang PRAJABATAN SMP SMP BARAKA 1973 
19561231 198112 1 012       
17 
MULIATI, Am.Keb Pengatur Muda Tk I / II 
b 
Bidan PKM 
Sumbang 
PRAJABATAN DIII AKBID POLTEKKES 2006 
19750402 200604 2 027       
18 
HASTUTI PADEDENG Pengatur Muda / II a Laboran PRAJABATAN SMAK SMAK MAKASSAR 2000 
19811215 200701 2 013         
19 
NURJANNAH ARIF,Am.Keb Pengatur Tk.I / II d Bidan Pol. Mekkala PRAJABATAN DIII AKBID MUHAMMADIYAH 2005 
19830625 200604 2 012       
20 
NURLIAH MELLENG, Am.Keb Pengatur Tk.I / II d Bidan 
Pust.Pebaloran 
PRAJABATAN DIII     
19820412 200604 2 017         
76 
 
21 
FITRIANI M.NUR, Am.Keb Pengatur Muda Tk I / II 
b 
Bidan 
Posk.Sanglepongan 
PRAJABATAN DIII AKBID POLTEKKES 2007 
19750928 200604 2 018       
22 
RATA RUSMIATI MANJANG, Am.Keb Pengatur Muda Tk I / II 
b 
Bidan 
Posk.Bt.Pema 
PRAJABATAN DIII AKBID   2006 
19740510 200604 2 029         
23 
HASNIA, Amd.Kep Pengatur Muda Tk I / II 
b 
Perawat 
Pust.Parombean 
PRAJABATAN DIII SPK PELAMONIA 2000 
19791016 200604 2 021        
24 
SAJARAH USMAN, AM.Keb Pengatur Muda Tk I / II 
b 
Bidan 
Pust.Bt.Barana 
PRAJABATAN DIII   1997 
19770601 200604 2 024         
25 
yanti Yusuf ,A.Md.Kep Pengatur / IIc Bidan Poskesdes 
T.Ura 
  DIII     
19871215 201001 2 017           
26 
Hasmi Limbu,Am.Keb Pengatur / IIc Bidan Polindes 
Curio 
  DIII     
19860425 201001 2 015           
27 
Nurlaelah.S,A.Md.Kep Pengatur / IIc Perawar Polindes 
Salassa 
  DIII     
19880126 201001 2 013           
28 
Hapsa,Am.Keb Pengatur / IIc Bidan Poskesdes 
sanglapongan 
  DIII     
19880115 201001 2 015           
29 
Nia Safitri P,A.Md.Kep Pengatur / IIc Perawat poskesdes 
Mandalan 
  DIII     
19880923 201001 2 014           
30 
Hasmari,A.Md.Kep BIDAN PTT Bidan Poskesdes 
mandalan 
  DIII Akbid bina sejahtera rantepao 2007 
20.4.04814837           
31 
Asni Wati,Am.Keb BIDAN PTT Bidan polndes 
Parombean 
  DIII 
STIKES RSU DAYA 
2010 
20.4.026105         
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32 
Lusy Anjayani,Am.Keb BIDAN PTT bidan Polindes  
 
Mekkala 
  DIII 
akbid bakti nusantara 
2009 
 
20.4.024361 
  
      
33 
Munira,Am.Keb BIDAN PTT bidan Poskesdes 
Salassa 
  DIII uit 2009 
20.4.024345           
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a. Sumberdaya finansial 
Sumberdaya finansial menjadi penting juga dalam menentukan berhasil 
atau tidaknya sebuah program , bahkan terkadang program memerlukan 
budget yang banyak untuk menghasilkan program yang berkualitas pula terkait 
dengan program jaminan kesehatan gratis daeah .sebagaimana hasil 
wawancara penulis dengan penanggung jawab program jamkesda, Ibu Muliati 
mengungapkan bahwa : 
“kalo dana yang kita terima dari program jamkesda ini pembiayaanya 
itu 60% dari daerah kabupaten dan 40% dari pemeritah provinsi.kemudian 
untuk pelayanan dasarnya saya kira sudah terealisasi semua namun ada 
saja kekurangan kekurangan baik dari segi pendanaannya yang terkadang 
lambat pencairan dananya ” 
(wawancara,21 januari 2013) 
Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan Pedoman Pelaksanaan 
Pelayanan kesehatan bersubsidi pada Dinas Kesehatan dan jaringannya di 
Kabupaten Enreakng yang berbunyi: 
1. Dana untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya 
disalurkan ke Puskesmas melalui rekening masing-masing unit 
pelayanan langsung dari Kas daerah PemerintahKabupaten 
2. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara bertahap ( periode triwulan ) dan disalurkan pada awal bulan. 
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V.3.3 Karakteristik Agen Pelaksana 
Dalam pengimplementasian suatu program , karakter dari para 
pelaksana kebijakan atau program harus berkarakteristik keras dan ketat pada 
aturan serta taat pada sanksi hukum yang berlaku. 
Kinerja implementasi program jaminan kesehatan gratis daerah akan 
sangat banyak dipengaruhi oleh ciri ciri yang tepat serta cocok dengan para 
agen pelaksananya. Seberapa tegas kemudian para pelaksana program 
dalam melaksanakan program jaminan kesehatan gratis daerah di puskesmas 
sumbang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis , bahwa 
memang ada aturan tentang mekanisme pengurusan kartu jaminan kesehatan 
gratis daerah yaitu membawa KTP dan Kartu Keluarga , sebagaimana yang 
diungkapkan oleh penanggungjawab program jaminan kesehatan gratis 
daerah di puskesmas Sumbang ,  Ibu Muliati beliau menagtakan bahwa : 
 “yang tidak membawa kartu jamkesda atau KTP dan kartu keluarga , 
bila memungkinkan untuk kembali maka kita persilahkan untuk kembali. Dan 
apabila tidak memiliki kartu jamkesda atau kartu tanda pengenal dan juga tidak 
terdaftar di buku daftar pemilih folder maka kita disini ambil kebijakan untuk 
membayar sebesar Rp 10.000,” 
(wawancara,25 januari 2013) 
Melihat kondisi dilapangan mengenai karakter dari para pelaksana 
kebijakan dalam melaksanakan program jaminan kesehatan gratis daerah, 
bahwa memang pada dasarnya persyaratan untuk memperoleh pelayanan 
jaminan kesehatan gratis daerrah adalah dengan membawa KTP dan kartu 
keluarga lainnya , dan untuk waktu sekarang ini sudah ada kartu JAMKESDA 
yang wajib dibawa pada saat pemeriksaan. 
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Bagaimana sikap dari petugas puskesmas dalam melayani masyarakat 
menjadi salah satu indikator juga dalam menilai puas atau tidaknya 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan gratis yang 
diprogramkan oleh pemerintah. Sebagaimana hasil wawancara penulis 
dengan salah satu pasien yang sedang berobat pada saat intu di Puskesmas 
Sumbang. Pak Jasdan beliau mengungkapkan bahwa : 
“Ada dulu, saya bicara sama  perawat , krna itu hari saya tidak tau kalo 
berobat itu harus bawa Kartu kelurga dan KTP , karna memang sebelumnya 
kami belum pernah mendapatkan pemberitahuan tapi kenapa kami dipersulit” 
(wawancara,25 januari 2013) 
Salah satu bentuk keluhan masyarakat tentang pelayanan yang ada 
diPuskesmas Sumbang , dan berdasarkan yang peneliti lihat dilapangan, 
memang untuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak puskesmas Sumbang 
sangat kurang, hanya dilakukan penyampaian lewat pengajian-pengajian 
sehingga informasinya tidak sampai ke pelosok pelosok . 
V.3.4 Sikap/kecenderungan (Disposition)Agen Pelaksana 
 Salahsatu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi 
kebijakan adalah sikap imlementor. Jika implementor setuju dengan bagian 
bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang 
hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka 
proses implementasi akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. 
 Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan 
hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh 
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pejabat pejabat yang lebih diatas. Berkenaan dengan pengangkatan birokrasi 
sebagai aparat pelaksana,berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
Kepala puskesmas Sumbang, pak Irwan mengatakan bahwa : 
“untuk pengangkatan pegawai, ya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan 
penempatannya sesuai dengan keahlian mereka masing masing”. 
(wawancara,21 januari 2013) 
Menurut pantauan penulis dilapangan bahwa benar untuk 
pengangkatan pegawai telah sesuai dengan prosedur dan penempatan 
pegawai sudah tepat pada keahlian mereka masing masing. 
V.3.5 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana. 
 Komunikasi sangat menetukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 
Implementasi program jaminan kesehatan gratis daerah di Puskesmas 
Sumbang. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan 
sudah menegtahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan 
mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan 
baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik 
kepada pihak pihak yang terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan 
pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para 
pembuat kebijakan dan para implementer program tersebut akan semakin 
konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada 
sasaran dari program tersebut. 
 Komunikasi didalam dan antara organisasi organisasi merupakan suatu 
program yang sangat kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan pesan 
82 
 
kebawah dalam suatu organisasi atau dari atu oragnisasi ke organoisasi 
alinnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskan, 
bauk secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu , jika sumber sumber 
informasi yang berbeda memberikan interpretasi interpretasi yang 
bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar 
untuk melaksanakan maksud maksud kebijakan. 
Sebagaimana yang diungkapakan oleh penanggung jawab  program jaminan 
kesehatan gratis daerah, ibu Muliati beliau mengatakan bahwa : 
 ’’pihak pihak yang terkait itu mulai dari kepala dinas berkoordinasi 
dengan kapala puskesmas, kemudian kepala puskesmas yang membentuk 
pennaggung jawab program di puskesmas itu sendiri” 
(wawancara,21 januari 2013) 
 Program  jaminan kesehatan gratis daerah yang diterapkan oleh 
pemerintah, pada dasarnya program ini bertujuan untuk membantu dan 
meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. 
Yang palin penting dalam operasional program ini adalah bahwa masyarakat 
tau akan fasilitas kesehatan gratis (Jamkesda )yang diluncurkan oleh 
pemerintah. 
 Namun kenyataanya dilapangan penulis melihat bahwa tidak semua 
masyarakat tahu akan adanya program jaminan kesehatan gratis daerah 
(Jamkesda) ini. Keterlibatan stakeholder dalam penyampaian proram ini 
menjadi kunci utama dalam kesuksesan program tersebut. Bila dikaitkan 
dengan yang ada dilapangan sosialisasi hanya dilakukan sampai pada tingkat 
perangkat saja sedangkan untuk masyrakat sangat kurang atau sangat minim. 
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 Pengetahuan masyarakat akan adanya program jaminan kesehatan 
gratis ini ketika masyarakat yang bersangkutan sedang berobat di puskesmas. 
Hanya masyarakat yang pernah berobat di puskesmas saja yang yang tahu  
akan keberadaan program tersebut. 
 Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Jasdan, salah seorang 
pasien yang sedang berobat dipuskesmas Sumbang, beliau mengatakan 
bahwa : 
 “saya tau dari keluarga ji yang bilang, kalo sosialisasi oleh puskesmas 
tidak ada” 
(wawancara,21 januari 2013) 
Adapun bentuk sosialisasi yang digunakan oleh puskesmas Sumbang untuk 
mensosialisasikan program jaminan kesehatan gratis daerah sebagaimana 
yang diungkapkan oleh penanggung jawab program jaminan kesehatan gratis 
daerah di puskesmas sumbang, ibu Muliati beliau mengatakan bahwa :  
“kami menyampaikannya lewat pertemuan lokakarya mini kecamatan, 
lewat peemrintahan desa, tokoh tokoh masyarakat dan sampai pada kader 
kader kesehatan yang ada diposyandu” 
 (wawancara,25 januari 2013) 
Melihat kondisi yang ada dilapangan mengenai cara sosialisasi yang 
dilakukan oleh para pelaksana program jaminan kesehatan gratis daerah 
penulis merasa sangat minim yakni hanya melalui pertemuan pertemuan 
orang tertentu saja, tokoh masyarakat tapi tidak menyampaikannya langsung 
dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memasang spanduk 
spanduk terkait program jaminan kesehatan gratis daerah.  Media komunikasi 
yang cukup sederhana itu menghambat kelancaran penyampaian pesen ke 
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masyarakat yang pada akhirnya akan mengangu imlementasi program 
jaminan kesehatan gratis daerah. Dengan melihat realita diatas penulis 
berkesimpulan bahwa proses komunikasi yang berjalan tidak maksimal 
sehinnga sasarab dari program tersebut belum tersosialisasikan dengan baik 
dan maksimal. 
V.3.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 
Kondisi kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang penting pada 
keinginan dan kemapuan yuridiski atau organisasi pelaksana.Lingkungan 
external dalam hal ini lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik turut mendorong 
keberhasilan kebijakan publik .khusunya di Puskesmas Sumbang, penulis 
menemukan kesimpangsiuran kejelasan mengenai Kartu JAMKESDA yang di 
bagikan oleh pegawai puskesmas dua hari sebelum pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa 
pambagian kartu jamkesda itu sarat aka kampanye yang dilakukan oleh salah 
satu calon Gubernur dan wakil gubernur, bahkan ada masyarakat yang tidak 
ingin mengambil kartu tersebut. Namun berdasarkan yang diungkapkan oleh 
penanggungjawab program Jaminan kesehatan gratis Daerah di puskesmas 
Sumbang, ibu Muliati beliau mengungkapkan bahwa : 
 “kalo masalah politik itu murni tidak ada sangkutpautnya” 
(wawancara,21 januari 2013) 
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Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat, pak 
Syafrin beliau mengatakan bahwa : 
 “terusterang untuk waktu dekat dekat ini itu tidak dapat dipungkiri 
memang ada” 
(wawancara,21 januari 2013) 
 Dalam hal ini, keterlibatan politik memang tidak dapat dipungkiri 
keberadaanya , kartu jamkesda yang seyogyanya dibagikan sejak adanya 
Program Jamkesda , namun pada kenyataanya kartunya dibagikan beberapa 
hari sebelum pemilihan Gubernur yang berakibat memunculkan perbincangan 
hangat di masyarakat  tentang kartu Jamkesda yang erat kaitannya dengan 
politik. 
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.I Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 
kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan 
sebagai berikut : 
1. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa implementasi program 
jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Enrekang 
belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. 
2. Implementasi Program Kesehatan Gratis belum optimal. Hal ini 
terutama terlihat dari : 
a. Ukuran dan tujuan kebijakan, setelah melakukan penelitian 
bahwa , tujuan dari program Jaminan Kesehatan Gratis 
Daerah sudah tercapai namun dalam hal pencapaiannya 
belum terlalu maksimal sehingga perlu adanya usaha 
peningkatan yang dilakukan. 
b. Sumberdaya,bahwa sumberdaya sudah cukup baik namun, 
dalam hal ini Sumberdaya manusia yang masih perlu untuk 
ditingkatkan lagi. 
c. Karakteristrik agen pelaksana, yaitu agar Kartu Jamkesda 
segera dibagikan kepada seluruh masyarakat yang 
mendapatkan program jamkesda secara merata. 
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d. Sikap/Kecenderungan para pelaksana, dari segi 
pengangkatan birokrasi sudah berjalan dan perlu adanya 
penyaringan yang lebih ketat lagi. 
e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, bahwa 
perlu adanya melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi, 
misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pemasangan 
spanduk sehingga informasi tentang program Jaminan 
kesehatan gratis daerah bisa sampai ke pelosok pelosok 
desa. 
f. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik, keterlibatan unsur 
unsur  politik memang perlu ditiadakan karena program ini 
adalah program jaminan kesehatan gratis daerah yang 
merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk 
memberikan pemerataan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat. 
VI.2 Saran 
 Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran 
saran sebagai berikut : 
1. Pentingnya pemerintah Kabupaten Enrekang dan jajarannya instansi 
terkait untuk mengoptimalkan  implementasi Program Jaminan 
Kesehatan Gratis Daerah sesuai dengan tujuan, visi,misi dan 
sasarannya yang diinginkan dalam rangka terwujudnya masyarakat 
yang bersih dan sehat serta meringankan beban pembiayaan 
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pengobatan. Puskesmas Sumbang sebagai pelaksana program 
Jaminan Kesehatan Gratis diharapkan untuk mengintensifkan 
sosialisasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat serta lebih 
berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. 
2. Diharapkan kepada pemehati, masalah kesehatan, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), yayasan kesehatan, lembaga pendidikan dan 
pemberdayaan, penguasa, stakeholder dan Elemen masyarakat 
lainnya untuk mengambil peran dan berpartisipasi dalam mendukung 
program jaminan kesehatan gratis daerah demi tercapainya 
pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
3. Diharapkan kepada warga masyarakat untui mengikuti program 
kesehatan gratis dengan baik dan jika ada keluhan mengenai program 
Jaminan Kesehatan Gratis Daerah segara melaporkan kepimpinan 
puskesmas untuk dicarikan solusinya. 
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Peraturan undang undang 
1. Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 2 Tahun 2009 tentang kerja sama 
penyelenggara pelayanan kesehatan gratis. 
 
2. Pergub Sulsel Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kesehatan 
Gratis di Provinsi Sulsel. 
 
 
3. Perda no 2 Tahun 2009 tentang pelaksanaan kesehatan gratis.  
lainnya : 
F:\tentang skripsi\Teori-Teori Implementasi Kebijakan_files. 
F:\tentang skripsi\Teori Implementasi Kebijakan Publik Skripsi Tesis Disertasi_files. 
F:\tentang skripsi\SKRIPSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN 
KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS DI RUMAH 
SAKIT X) – gudang makalah, skripsi dan tesis_files. 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
 
Nama     : Novayanti Sopia Rukmana.S 
Tempat dan Tanggal Lahir  : Enrekang, 4 Februari 1992 
Alamat                : Jln. Perintis Kemerdekaan 7 no  72 
Nomor  telepon   : 085 299 971 545 
Nama Orang Tua : Ayah  : Syafrin Gani 
            Ibu  : Yuliana 
Riwayat Pendidikan Formal 
   SD  : SDN 168 Sumbang Enrekang 
   SMP  : SMP 1 Curio Enrekang 
   SMA  : SMKN 1 Alla Enrekang 
Pengalaman Organisasi 
 DPO Humanis Fisip Unhas 
 DEMA Fisip Unhas 
 MPK HPMM kom.Unhas 
 Korps Pengader HPMM 
 Bendahara Hmi kom.Sospol 
 Pengurus wilayah IKMA Sulawesi 
 
 PEDOMAN PERTANYAAN 
Mengenai Pelaksanaan Program Jamkesda 
1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang tujuan dari program Jamkesda ini ? 
2. Bagaimana menurut Bapak/ibu, tentang kemampuan Sumberdaya pelaku program 
Jamkesda itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ? 
3. Bagaimana  tentang dana yang di keluarkan oleh pemerintah, Apakah dana yang di 
keluarkan oleh pemerintah itu cukup untuk melaksanakan program jamkseda di 
puskesmas sumbang ini ? 
4. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang karakter  para pelaksana dari program jamkesda 
ini ? 
5. Bagaimana sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana program jamkesda ini ? 
6. Bagaimana komunikasi yang terjalin antar para pelaksana (pihak pihak yang terkait) 
menegenai program jamkesda ini  ? 
7. Sejauh mana keterlibatan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam melaksanakan 
program jamkesda ini ? 
 
 
